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RINGKASAN
Khamdani Yusrianto, 2009nalisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi
pada Unit Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan),Pembimbing I: Dr. Imam
Hanafi, M.Si, MS. Pembimbing II: Drs. Mochamad Razj MAP, 105 Hal + xiii

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki deoksaparatur, sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini teldds jeigariskan dalam
pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang melip@¢émpat) aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindsegenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan &dtéeepan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakaribegtedunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi daridkeadsial.

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan tkksnygang pekat dengan
norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan olesnigilingkup pelayanan publik
yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan publik yaggyentuh hampir setiap
sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mske pengambilan
keputusan yang terbuka serta proses politik yango#leatis. Karena itu tidak
mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia iikangiri yang cenderung
korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaanipqawduk pelayanan publik
yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Pendu#dP), Kartu Keluarga
(KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan taim.

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagtitiuisi yang khusus
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakdf pasarnya dapat
dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi eraeaj pemerintahan di
daerah. Artinya, pembentukan organisasi ini seeanirik telah memberikan
hasil berupa peningkatan produktivitas pelayananummmminimal secara
kuantitatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalam ganelitian ini
adalah Mengapa kualitas pelayanan publik yang ehgglarakan oleh Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan belum mensagaran? Faktor-faktor
apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan publikrdi Pelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan?

Laporan penelitian ini bermaksud mendeskripsikam daenganalisis
keadaan yang sebenarnya terjadi dan memperolehagamibentang berbagai
persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pelayaranitdPelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan, serta mengidentifikasi fakaddtor yang mempengaruhi
kualitas pelayanan publik di Unit Pelayanan Terp@diaT) Kota Pasuruan. Oleh
karena itu metode penelitian ini adalah deskripdiéngan menggunakan
pendekatan kualitatif. Dengan metode ini diharapapat menjawab perumusan
masalah yang ada dan tujuan penelitian dapat &rcap

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa hal yangt dipekomendasikan;
Ditinjau dari stuktur organisasi yang ada sudah twaka pemberlakuan Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) seperti konsep aslinyak tidanya sebagai loket
penerima saja, tetapi di lokasi Unit Pelayanan aeupitu juga terdapat instansi
pemroses yang berwenang; Dilihat dari kemampuarmagpaarus melaksanakan
prinsip “The right man in the right place’maka dalam pendelegasian tugas dan



wewenang serta pemberian kesempatan kepada pegawak memegang
tanggung jawab perorangan harus jauh dari polagkatan hubungan pribadi,
tetapi lebih ditekankan pada objektifitas kualiteahlian dan kecakapan individu
penerima wewenang; Mengikuti arus informasi yangnaen cepat, maka
penggunaan sistem komputerisasi online yang dapdsel langsung oleh
masyarakat harus segera diterapkan, selain akarpeneepat proses pelayanan
publik juga agar lebih membuka diri terhadap gagagegasan inovatif, peka
terhadap perubahan dan gagasan inovatif dalam giextan produktivitas dan
pelayanan; Dalam pelayanan publik harus semakingembangkan kualitas
sumber daya manusia dan demokratisasi, model kem@man harus bergeser
dari kekuasaan ke pendekatan keahlfmom macho to maestrojan berjiwa
demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkael miookrasi humanistik
yaitu menempatkan manusia pada proporsinya.



SUMMARY
Khamdani Yusrianto, 2009The Analysis on Public Service Quality
(Study at Integrated Service Unit in Pasuruan City) Supervisor: Dr. Imam
Hanafi, M.Si, MS. Co-supervisor: Mochamad RozikMAP, 105 pages + Xii.

Service remains as a main duty of officer figuraghvtheir description as
state servant and public servant. This duty has bederlined in the preamble of
national Constitution, fourth paragraph, covering(féur) main aspects of
services, such as protecting Indonesian citizen lamd, improving general
welfare, enlightening national environment, and dwarting worldwide
orderliness based on independence, eternal placscmml equality.

As a part of national system with constitution cemicated by equality
norm, Indonesian economic has been characterizedd®y public service scope.
Public service touches almost all aspects of hulifarbut without transparent
decision making mechanism or democratic politicaicpss. Therefore, one feels
unsurprised when Indonesian public service tendotoupt, especially in related
issues such as Identity Card (KTP), Family Card Kdtiving licensee (SIM),
Passport, and others.

The establishment of Intregated Service Unit (URS the special intitution
to provide direct service to the public may be sagl new breaktrought or
managerial innovation into local government. Thigamizational formation
empirically results in quantitatively minimal forof general service productivity
improvement.

Considering this trend, problems determined in tesearch include: why
the quality of public service given by Integrateenfice Unit (UPT) of Pasuruan
City appears far orom the goal? What factors affieetquality of public service
given by Integrated Service Unit (UPT) of Pasur@aty?

Research aims at describing and analyzing the laettent to produce a
descrition about some issues occured within seaceluct at Integrated Service
Unit (UPT) of Pasuruan City, and identifying fadoaffecting the quality of
public service given by Integarted Service Unit TJ)iBf Pasuruan City. Research
method considers descriptive study by using qual@aapproach. This method
may be expected to answer the demand of problemmuiation and the
achievement of objective.

Taking account this condition, research may sugtest regarding to its
organizational structure, Integrated Service UkIPT) should be managed in
regard with its original concept, not only as tleeaiver counter, but also as
authorized agency. In relative with officer capayilthe principle “The right man
in the right place” must be employed in delegatimg duty and the authority, and
in giving a chance to the employee to hold indigidtesponsibility to the kept
away from personal relationship approach, but s®épecting skill quality
objectiveness and individual capability. By followgi the fast information flow,
the use of online computing system should be réadyublic access to accelerate
public service through self-opening for innovatidea and sensing for change
and innovative input to improve service producsiviPublic service really has to
develop human resource quality and democratizatieadership model supposes
to shif from power approach to skill approach (framacho to maestro), to build



up democratic character, to have close relationsftip subordinate, and to apply

humanistic bureaucracy model by putting the humengoin the proportion.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dsoksaparatur, sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini teldds jeigariskan dalam
pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang melip@gndpat) aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindsegenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan dtdgeepan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakartibegtedunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi danateadsial. Ruang lingkup
pelayanan dan jasa-jasa publ{public services)meliputi aspek kehidupan
masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasik pabkan dimulai sejak
seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oletedplkemerintah atau dokter
yang dididik di universitas negeri, mengurus aktalakiran, menempuh
pendidikan di universitas negeri, menikmati bahaakaman yang pasarnya
dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang bdisli pemerintah,
memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitagafeunia usaha yang
digelutinya hingga seseorang meninggal dan menenlidurat pengantar dan
surat kematian untuk mendapatkan kapling di teqppatakaman umum (TPU).

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publikdeemg sangat
tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suegara. Negara-negara yang
menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderuagiliki ruang lingkup
pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negardtakap Tetapi luasnya
cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak ikletghgan kualitas pelayanan
itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik mekap suatu cara pengalokasian
sumber daya melalui mekanisme politik, bukannyaatepasar, maka kualitas
pelayanan itu sangat tergantung kepada kualita®klasi. Konsekuensi dari hal
ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokyasitidak bekerja secara
optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas y@elan publik yang lebih
baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpagsqolitik yang demokratis

cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek karups



Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan tksnygang pekat dengan
norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan olesnigilingkup pelayanan publik
yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan publik yaggyentuh hampir setiap
sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mske pengambilan
keputusan yang terbuka serta proses politik yanmgo#teatis. Karena itu tidak
mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia iilanciri yang cenderung
korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaamp@eduk pelayanan publik
yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Penkdu#idP), Kartu Keluarga
(KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan t&aim.

Kendati mungkin fenomena korupsi yang berkaitan gdan jenis-jenis
produk tadi hanya melibatkan biaya transaksi (antsektor publik dengan
individu masyarakat) yang relatif kedjpretty corruption) tetapi biaya-biaya
transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yaanggat besar. Karena itu pola
korupsi dengan menggunakan instrumen produk-prgadlikyanan tersebut bisa
jadi memiliki dampak yang sangat luas. Masalahrgmudian adalah bagaimana
meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut? Teraul# tentunya menjawab
pertanyaan ini, kendati jawabannya merupakan batggrenting dari strategi
pemberantasan korupsi di sektor publik. Karen&#jian mengenai mekanisme
pelayanan publik, berikut biaya-biaya transaksimenjadi elemen penting dari
strategi pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan itu, prinsiparket orientedorganisasi pemerintahan harus
diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh peradr (aparatur) harus
mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demuga prinsip catalitic
governmentmengandung pengertian bahwa aparatur pemeri@als fertindak
sebagai katalisator dan bukannya penghambat dajiatke pembangunan,
termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyafa&lam konteks ini,
fungsi pemerintah lebih dititikberatkan sebagautatpr dibanding implementator
atau aktor pelayanan. Sebagai imbangannya, pemterperlu memberdayakan
kelompok-kelompok masyarakat sendiri sebagai peayathu pelaksanaan jasa
pelayanan umum. Dengan kata lain, tugas pemerirgdhlah membantu

masyarakat agar mampu membantu dirinya ser(tieiping people to help



themselves)lnilah sesungguhnya yang dimaksud dengan prissiphelp atau
steering rather than rowing

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagituisi yang khusus
bertugas memberikan pelayanan langsung kepada rakafapada dasarnya
dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inmesajemen pemerintahan di
daerah. Artinya, pembentukan organisasi ini seeanpirik telah memberikan
hasil berupa peningkatan produktivitas pelayananummmminimal secara
kuantitatif. Dalam konteks teorReinventing Governmenpembentukan Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) ini telah menghayati makmamunity owned, mission
driven, result oriented, costumer orientsértaanticipatory government

Oleh karena itu, inovasi pembentukan Unit Pelayaharpadu (UPT) ini
perlu dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan talam praktek
manajemen pemerintahan di daerah. Salah satu jgeyasaiy dapat dikembangkan
dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelaykedalam beberapa alternatif
kualitas. Jenis pelayanan yang secara kualitdiihlbaik dapat dikenakan biaya
yang agak mahal, sementara jasa pelayanan staikdsraklan biaya atau tarif
yang standar pula. Pemasukan dari jenis pelayaaag nelatif mahal, akan dapat
dipergunakan untuk membiayai pelayanan yang lehiraln melalui mekanisme
subsidi silang(cross subsidi) Dengan cara demikian, diharapkan institusi dapat
membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, detigak mengorbankan fungsi
pelayanan yang menjadi tugas utamanya.

Selain itu, fenomena di atas juga menunjukkan baheayarakat yang
belum terlayani masih lebih besar dibandingkan i@@dyat yang sudah terlayani.
Kenyataan tersebut disebabkan selain karena fgktmgrafis juga oleh lemahnya
pelayanan oleh petugas baik secara administratifpora teknis. Untuk itu Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai organisasi pelakbanus meningkatkan
kualitas pelayanan kepada pelanggan, karena p&icatmgya kualitas ditentukan
hanya oleh pelanggan (Coupet dalam Osborne danl€saél92). Kenyataan
tersebut tidak saja disebabkan oleh berbagai hamisabagaimana disebutkan di
atas, melainkan masih ada hal lain yang menjadygisabnya, seperti dalam
memberikan pelayanan publik tidak diikuti oleh pehkiatan kualitas birokrasi

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Dari uraian diatas telah disebutkan bahwa keberaddait Pelayanan
Terpadu (UPT) secara empirik telah berhasil menki@hkg efisiensi dan
produktivitas pelayanan publik. Namun perlu digasisahi pula bahwa selain
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), fungsi Usiayanan Terpadu (UPT)
sesungguhnya tidak lebih sebagaint liner dalam penyelenggaraan pelayanan
tertentu. Artinya, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) rhergsikan dirinya sebagai
“loket” penerima permohonan yang akan dilanjutkanospsnya kepada
Dinas/Instansi fungsionalnya masing-masing. Dalaomdisi demikian, maka
pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) justriatdepersepsikan sebagai
“penambahan rantai birokrasi” dalam pelayanan kapaasyarakat.

Untuk menghindari kesan yang negatif ini, maka ntdak mau Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) harus dapat bekerja sepesfesional, dalam
pengertian bahwa meskipun terjadi penambahan ramairasi, namun proses
penyelesaian jasa pelayanan dapat dilakukan sédahacepat dengan kualitas
yang lebih baik pula. Pada dasarnya penelitiaratgnkualitas pelayanan publik
ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarad@tagaicustomer service
belum merasa puas baik dari segi waktu, biaya dato pelayanan yang selama
ini diberikan. Untuk itu penelitian ini ditujukanntuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Beiayanan Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan.

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan ini &suk masih berusia
muda juga, sampai saat ini pelaksanaannya magadrekurang lebih 3 (tiga)
tahun, awal pendiriannya pada tahun 2006 yangagkenh dengan Keputusan
Walikota Pasuruan nomor 58 tahun 2006 tentang Patalan Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) di Kota Pasuruan serta berdasarkaatuPan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Permygdeaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu atau yang juga lebih dikenalgdenistilah ‘One Stop
Service”, yang pada intinya mewajibkan Pemerintah Daeralnkumelakukan
kegiatan-kegiatan antara lain : penyederhanaaensistan prosedur perizinan
usaha, pembentukan lembaga pelayanan perizinaadterpatu pintu didaerah,
pemangkasan waktu dan biaya perizinan, perbailstaensipelayanan, perbaikan

sistem informasi, pelaksanaan monitoring dan egalyaroses pelayanan



perizinan. Selain Peraturan Menteri tersebut, Ilsadahukum lainnya yang
menjadi dasar pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu EPTSP) adalah
KEPMEN Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KBR2AN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan AkuntabilDalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Namun, dalam perjalanannya masih banyak dijumpenagalahan yang
berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada mkayafalah banyak cerita
atau pengalaman dari sebagian atau bahkan hampuasenasyarakat sebagai
pengguna dari pelayanan publik yang mengeluhk#éadep pelayanan yang telah
diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KotauPaan tersebut. Melalui
studi awal (Desember 2008) yang telah dilakukantikbe ini disajikan
fenomenanya yang diperoleh melalui kumpulan Klipsgrat kabar tentang
pelayanan melalui Bagian Humas Pemda Kota Pasuruan.

“Saya dan keluarga bingung, stress dan luar biesasnya. Sudah beberapa
malam sulit tidur...entah apa yang akan terjadik@inudian hari. Sudah
setahun lebih bermukim di kota ini, kami belum memgi identitas
penduduk sama sekali. Padahal telah lama kami miegajpermohonan
pengurusan identitas penduduk, nyatanya sampairsdainginan kami itu
belum terwujud. Waktu dan dana yang tidak sedikimlahnya telah
dikeluarkan dan hingga kini kami menemui banyak ukes dalam
pengurusan segala sesuatu yang membutuhkan idepgteduduk” (Radar
bromo, Oktober 2008).

“Saya mengurus IMB lewat kenalan saya yang bek#irjRinas Tata Kota,
nyatanya sampai bertahun-tahun belum selesai-sglgsa Kalau saya tanya,
bagaimana caranya supaya IMB cepat selesai? Jaajakalau orang Tata
Kota masih diam, berarti belum selesai, ya kitam#tian saja...ditunggu
saja”’(Radar Bromo, Maret 2008).

“Saya dan keluarga berencana akan mendirikan usadibkecilan di jaman
yang semakin susah ini, sekalian untuk tambahaghasiian. Sudah saya
urus perijinanya dan untuk tempat usahanya. Tetapgtanya hingga
sekarang surat ijin tersebut belum selesai-selggga” (Radar Bromo,
Agustus 2008).

“Saya paling malas kalau harus mengurus surat-siigat apapun yang ada
hubungannya dengan Pemda. Pasti ujung-ujungnyshdad@a ngurusnya,
birokrasinya berbelit-belit, keluar uang banyak i.la@pisuruh ngurus
inilah...kurang itulah...apalah. Pusing!!” (Radab&o, Desember 2008).



Fenomena diatas menggambarkan betapa buruknyatalsuglelayanan
publik yang selama ini dinikmati oleh masyarakatd&h sejak lama masyarakat
mengeluh terhadap penyelenggaraan pelayanan pydntig dirasakannya amat
jauh dari harapannya. Tetapi sejauh ini ternyataktiada perbaikan yang berarti
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkargphar masyarakat bahwa
pergantian rezim akan membawa perbaikan terhadayelgmggaraan pelayanan
publik ternyata makin jauh dari kenyataan. Data lgintang kualitas pelayanan
publik yang telah diberikan tercermin dalam laporbanyaknya keluhan
masyarakat yang disampaikan melalui surat kabarporaumedia elektronik

seperti radio. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis dan Frekuensi Keluhan Masyarakat Desaber 2008

No Masalah/Keluhan Masyarakat Frekuensi
1 | Biaya mahal 11

2 | Waktu pengerjaan lama 23

3 | Terlalu berbeli-belit

4 | Selalu ada kesalahan

5 | Aparat tidak ramah 14

6 | Ruangan kotor 8

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan

Dari data pada tabel 1 tersebut, masih terdapabhyad&eluhan atau
ketidakpuasan masyarakat akan hasil pelayanargs feldihat bahwa keluhan
masyarakat akan menunjukkan kualitas pelayanan géoegikan. Sebab, inti dari
pelayanan publik mempunyai tujuan akhir yang benamueepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualgtsygman yang diterima
masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginanukunhenyuguhkan
penelitian dan penulisan skripsi dengan judtilAnalisis Kualitas Pelayanan
Publik (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Kota Pastuan)” .



B. Perumusan Masalah
Berbagai macam keluhan masyarakat yang belum jugsasa puas
terhadap pelayanan tersebut, hal ini mengindikasb@hwa kualitas pelayanan
masih sangat rendah. Dari uraian latar belakan@ladasliatas dapat dirumuskan
permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelayanana@iarfUPT) Kota Pasuruan.
Fungsi-fungsi yang seharusnya sudah dijalankan ydaéan belum secara
memuaskan dilaksanakan. Usia yang relatif masihamdngkin dapat disebut
sebagai faktor penyebabnya. Hal ini setidaknya tapenjadi titik tolak bagi
penyempurnaan sistem pelayanan yang selama ikuda, adapun perumusan
masalah yaitu sebagai berikut:
1) Mengapa kualitas pelayanan publik yang diselengigaraleh Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan belum mencapai sasaran?
2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas peayapublik di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut sepertitgt@amgdiuraikan diatas,
penulis dalam mengadakan penelitian tersebut mérijuan sebagai berikut:

1) Mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan erelep gambaran
tentang berbagai persoalan yang muncul dalam @elaks pelayanan di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan.

2) Mengidentifikasi faktor-faktor kualitas pelayananmbpk di Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dihrapkan dapat diperolemanfaat untuk
perkembangan ilmu administrasi publik pada umumuaga administrasi
pembangunan pada khususnya, terutama dalam kadtadeygan kualitas

pelayanan publik.



2) Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan hasil yang didefodapat bermanfaat bagi
pihak UPT Kota Pasuruan untuk dapat lebih menirkghkeakualitas pelayanan
dalam memahami apa yang diharapkan dan diinginkam pelanggan serta
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskao membuat
kebijakan dan menyelesaikan masalah yang dihatEaptama masalah yang

berkaitan dengan kualitas pelayanan.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk mengetahui secara garis besar yang didegtaipsialam penulisan
skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam smtgika pembahasan yang
merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singka
BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang rahsgerumusan masalah,
tujuan penelitian dan sistematika pembahasan. Bamerupakan pengantar
yang akan memudahkan untuk memahami bab-bab stlgaju
BAB Il : KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi tentang konsep-konsep dan yamg berkaitan dengan
kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pesanggang menjadi
masalah dalam penelitian. Bab ini menjadi acuamrddalam memecahkan
masalah penelitian.
BAB Il : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitiaku$openelitian, lokasi dan
situs penelitian, teknik pengumpulan data penalitian teknik analisis data.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan tentang faktor-faktor yangmpengaruhi kualitas
pelayanan publik terhadap kepuasan pelanggan di Rilayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan sesuai dengan indikator yaggndikan.
BAB V : PENUTUP
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yargptdditarik dari
penjelasan bab-bab sebelumnya mengenai kualitaggueln publik terhadap

kepuasan pelanggan dan faktor-faktor yang mempehgga serta



memberikan beberapa saran atau rekomendasi dalabaikzn kualitas

pelayanan di masa yang akan datang.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Governance

Tata kepemerintahan yang b&good governancenerupakan suatu konsep
yang akhir-akhir ini dipergunakan secara regulefarda ilmu politik dan
administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan demg&onsep-konsep dan
terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipakyat, hak asasi manusia,
dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutda.aRhir dasa warsa yang
lalu, konsep good governance ini lebih dekat dipeatan dalam reformasi
sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi mamagn publik konsep ini
dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigmailivariadministrasi publik.
Paradigma baru ini menekankan pada peranan mamapik agar memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mmrglomeningkatkan
otonomi manajerial terutama mengurangi campur tarkgetrol yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilgablik, dan menciptakan
pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari ko(tijpoha, 2004: 78).

Sejumlah perspektif muncul dari paradigma baru dan mendorong
ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik diademisi. Di antara
perspektif yang berkaitan dengan struktur pemérariayang timbul antara lain
(Thoha, 2004: 78):

1) Hubungan antara pemerintah dan pasar

2) Hubungan antara pemerintah dengan organisasi ‘asjurttan sektor
privat

3) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (golitdan pejabat-
pejabat yang diangkat (pejabat birokrat)

4) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah depgaduduk
perkotaan dan pedesaan

5) Hubungan antara legislatif dan eksekutif

6) Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembigaasional

Dalam menganalisis perspektif ini banyak para psakian teoretisi dalam
bidang administrasi publik merumuskan berbagai gatos dan proses yang bisa

dipergunakan untuk mencapai dan mengidentifikasikamsip-prinsip dan



asumsi-asumsi dari tata kepemerintahan yang baikeS8tara itu negara donor
dan lembaga-lembaga multilateral telah mengamhbihrpgzang mengemuké
leading role)dalam merumuskagood governanceSalah satunya ialah UNDP.
United Nations Development Programm@JNDP) merumuskan istilah
governance sebagai suatwexercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan
administrasi untuk menata, mengatur dan mengelasatah-masalah sosialnya
(UNDP, 1997) Istilalgovernancanenunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa
mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumbsrakaan politiknya tidak
hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi jagzkunenciptakan kohesi,
integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dendgmikian jelas sekali,
kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pgumban itu sangat
tergantung pada kualitas tata kepemerintahannyaada pemerintah melakukan
interaksi dengan organisasi-organisasi komersiacda society

Karim (2003: 45) menyatakan ada 5 prinsip good guaace, yaitu:

1) Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakakebijakan yang
diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002: 12%)insip transparansi
menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pertaridan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudaldandalam
memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakatuk
berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaltargan hal tersebut
pemerintah daerah perlu pro-aktif memberikan infsnbengkap tentang
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada yarssat.
Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai kamunikasi
seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melk@ran, radio serta
televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkainijakan yang jelas
tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan kanamemperjelas
bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat pataubentuk
informasi yang bersifat rahasia, bagaimana caradapatkan informasi,
lama waktu mendapatkan informasi serta proseduggukran apabila
informasi tidak sampai kepada masyarakat.
Instrumen dasar dari transparansi adalah peraggaag menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumstndimen
pendukung adalah fasilitas database dan saranarma$o dan
komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-geathn informasi
yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun propedgaduan.

2) Kesetaraan
Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada sensua tanpa
memandang atribut yang menempel pada subyek tergEbasetya,
2001: 78). Prinsip kesetaraan menciptakan kepeacayanbal-balik



antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedigfanmasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasg yakurat dan
memadai.
Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakatuk
berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaieargan hal tersebut
pemerintah daerah perlu proaktif memberikan inf@inengkap tentang
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada yarssat.
Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai kamunikasi
seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman mellbran, radio serta
televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkaijakan yang jelas
tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan k@namemperjelas
bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat patmubentuk
informasi yang bersifat rahasia, bagaimana caradapatkan informasi,
lama waktu mendapatkan informasi serta proseduggukran apabila
informasi tidak sampai kepada masyarakat.
Instrumen dasar dari transparansi adalah peratgaag menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumsindimen
pendukung adalah fasilitas database dan saranarmia$o dan
komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-geathn informasi
yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun propedgaduan.

3) Daya Tanggap
Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampuan untuk
memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam skbasus (Harsono,
1999: 90). Prinsip ini meningkatkan kepekaan paemyplenggara
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpaalke Pemerintah
daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk meuoeag aspirasi
masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Initdapeupa forum
masyarakat,talk show layananhotling prosedur komplain. Sebagai
fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah akamgoptimalkan
pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik m@uodan
pendapat masyarakat. Instrumen dasar daya tangtdahakomitmen
politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodaspektingan
masyarakat, sedangkan instrumen-instrumen penduakangadalah
penyediaan fasilitas komunikasi, kotak saran dayarnan hotline,
prosedur dan fasilitas pengaduan dan prosedur hgupdda pengadilan.

4) Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggawabkan
semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuérdfsmo, 2001:
251). Prinsip ini mengandung makna meningkatkamtathilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang mghkytakepentingan
masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan padasséngkatan harus
memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggyegabkan
kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secargektb perlu
adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan ggrérkuat dan hasil
audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapatliedan harus diberi
sanksi. Instrumen dasar akuntabilitas adalah pamatyerundang-
undangan yang ada, dengan komitmen politik akantakilitas maupun
mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrursgomen



pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sigemantauan
kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pe&sga dengan
sanksi yang jelas dan tegas.

5) Efesiensi dan Efektivitas
Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangdangkan efektivitas
berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakark un&nyelesaikan
masalah (Handoko, 1998: 23). Prinsip ini menjan@rsdlenggaranya
pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakarersdany@ yang
tersedia secara optimal dan bertanggung jawabydela masyarakat
harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan dglukekanisme
penganggaran serta pengawasan yang rasional adapdran. Lembaga-
lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan unmamus
menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayarmnnJntuk
menciptakan efisiensi harus digunakan teknik man@jemodern untuk
administrasi kecamatan dan perlu ada desentraksasnangan layanan
masyarakat sampai tingkat keluruhan/desa.
Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas a@uddomitmen politik
sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktuempeahan yang
sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanydaststandar dan
indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelagan pembukuan
keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuarapidgn adanya
survei-survei kepuasan konsumen.

B. Budaya Birokrasi Pelayanan Publik

Ada asumsi menarik yang dipertanyakan, Apakah hladayganisasi
birokrasi mempengaruhi proses pelayanan publikukata tradisi pelayanan
publik akan mempengaruhi dan menciptakan budayanasgsi birokrasi ? Jika
yang pertama muncul maka akan terjadi stagnaskdrnatan status quo dalam
organisasi birokrasi, tetapi jika yang kedua mumoaka akan tercipta perubahan
dan pengembangan organisasi birokrasi yang dinamisglaya organisasi
(birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentdagniiai bersama dalam
kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dadaganisasi yang
bersangkutan (Sondang P.Siagian,1995). Oleh karenéudaya organisasi
birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidééh dilakukan oleh para
anggota organisasi, menentukan batas-batas normaiilaku anggota
organisasai, menentukan sifat dan bentuk-bentukeetalian dan pengawasan
organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapainta oleh para anggota

organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tejpemt, sebagainya. Secara



spesifik peran penting yang dimainkan oleh budagamsasi (birokrasi) adalah
membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisnenciptakan jati diri
para anggota organisasi, menciptakan keterikatarsiemal antara organisasi dan
pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menkgstastabilitas organisasi
sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoerdakp sebagai hasil dari
norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam kesahari

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birgktashadap perilaku
para anggota organisasi, maka budaya organisaski(@dsi) mampu menetapkan
tapal batas untuk membedakan dengan organisasiki@si) lain, mampu
membentuk identitas organisasi dan identitas kegdrdm anggota organisasi,
mampu mempermudah terciptanya komitmen organisagatia komitmen yang
bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkaaméntapan keterikatan
sistem sosial, dan mampu berfungsi sebagai mekanmembuatan makna dan
simbol-simbol kendali perilaku para anggota orgasiisPelayanan publik sebagai
suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), kiet¢an dan pengaruh budaya
organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apkegiatan yang dilakukan oleh
aparat pelayanan publik haruslah berpedoman padaursambu aturan normatif
yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagawujudan dari budaya
organisasi publik. Oleh karena itu Dennis A.Ronting1981) pernah
mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama daklaksanakan orientasi
pelayanan publik ini (jelasnya, tugas desentra)isedalah : Kuatnya komitmen
budaya politik yang bernuansa sempit, kurangnyadaiienaga kerja yang
terlatih dan trampil dalam unit-unit lokal, kurarygnsumber-sumber dana untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, adanya $ikapgganan untuk
melakukan delegasi wewenang, dan kurangnya infikdsir teknologi dan infra
struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tuggasupelayanan publik.
Demikian juga Malcolm Walters (1994) menambahkamA@akegagalan daripada
pelayanan publik ini disebabkan karena aparat Kbas) tidak menyadari adanya
perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaggarakatnya dari budaya
yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat imtlial, budaya yang bersifat
fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter. Pelagapublik yang modelnya

birokratis cocok untuk budaya masyarakat hirarkigelayanan publik yang



modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakdividual (yang anti
hirarkhis), pelayanan publik yang modelnya kolektibcok untuk budaya
masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirartthirs anti budaya individu),
sedangkan pelayanan publik yang modelnya memerlpldalyanan cepat dan
terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliterg(yani budaya hirarkhis, anti
budaya individu dan anti budaya fatalis). Penwenderung mengatakan bahwa
masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki etaypumasyarakat egaliter,
oleh karenanya bentuk pelayanan publik yang coatdah model pelayanan
cepat dan terbuka. Menurut Grabiel A.Almond (196@pses perubahan
pembudayaan ini harus disebar luaskan atau disasiddan secara merata kepada
masyarakat, dicarikan rekruitmen tenaga-tenaga akefpirokrasi) yang
profesional, dipahami atau diartikulasikan secapat dan benar, ditumbuh
kembangkan sebagai kepentingan masyarakat secara,uan dikomunikasikan
secara dialogis. Hasil dari proses pembudayaanagikan mampu menciptakan
pengambilan keputusan/kebijaksanaan yang benarciptekan terbentuknya
kelompok pelaksana kerja yang efektif, dan teroydatim pengawasan yang
bertindak jujur dan obyektif. Pada akhirnya, prog@sberujung pada proses
internalisasi kepribadian dan sinergi ekonomi meslat sebagai basis utamanya.

C. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pembdaganan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyaniegan pada organisasi
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara ydalg ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa peat&an pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakaiddldah diadakan untuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani gaaakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakangembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujwasama (Rasyid, 1998).



Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bergamg jawab untuk
memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan publik public services oleh birokrasi publik tadi adalah
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi apamgara sebagai abdi
masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayauaik (public servicep
oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejaitan masyarakat (warga
negara) dari suatu negara kesejahteraaifdre statg Pelayanan umum oleh
Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebaggala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi faade di Pusat, di Daerah
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daeralamd bentuk barang dan
atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan m&syareaupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikabag& pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarak@tg mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengannapgkok dan tata cara yang
telah ditetapkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telgadiesuatu perkembangan
yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakatgysemakin baik,
merupakan indikasi daempoweringyang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam
Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakidas akan apa yang menjadi
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalamp hlzermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin hentamki mengajukan tuntutan,
keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Makgarsemakin kritis dan
semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap pmag dilakukan oleh
pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan ds, db@okrasi publik
harus dapat memberikan layanan publik yang lelmfepronal, efektif, sederhana,
transparan, terbuka, tepat waktu, responsif darptédserta sekaligus dapat
membangun kualitas manusia dalam arti meningkakepasitas individu dan
masyarakat untuk secara aktif menentukan masa agpaendiri (Effendi dalam
Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusiisaidalah memberdayakan

kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisg yaemungkinkan setiap



anggota masyarakat mengembangkan kemampuan daftivilasaya untuk
mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelaggmablik yang dicirikan
oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas gemberi layanan (aparatur
pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut:

1) Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apg yamjadi tujuan
dan sasaran;

2) Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara goelay
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tieiddelis-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakafy yaeminta
pelayanan;

3) Kejelasan dan kepastian (transparan), menganduag akii adanya
kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis unapprsyaratan
administratif;

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dararmggung jawab
dalam memberikan pelayanan;

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayga;

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4) Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata carayg@etan, satuan
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanaktuvpeenyelesaian,
rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitdengan proses
pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agatah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun taleknta;

5) Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hakhaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetaperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelaygang
berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyarasann dhal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan msyaekan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan ketgisi pemerintah
lain yang terkait.

6) Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pstalaan pelayanan
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktg tegdah ditentukan;

7) Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cemanggapi apa
yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi nestayang dilayani;

8) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang whierijamtutan,
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayanigyaenantiasa
mengalami tumbuh kembang.

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakiirs kdi atas, birokrasi

publik dituntut harus dapat mengubah posisi dararpefevitalisas) dalam



memberikan pelayanan publik. Dari yang suka memgiio memerintah berubah
menjadi suka melayanai, dari yang suka menggungkadekatan kekuasaan,
berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yiakgithel kolaboratis dan
dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuja-cara kerja yang realistik
pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). Dengan r&asa birokrasi publik
(terutama aparatur pemerintah daerah) ini, pelayguodblik yang lebih baik dan
profesional dalam menjalankan apa yang menjadistutgan kewenangan yang
diberikan kepadanya dapat terwujud.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utamagyearus dijalankan oleh
pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitusfupglayan masyarakat
(public service function fungsi pembangunamé€velopment functigrdan fungsi
perlindungar(protection functioi

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh manaempetah dapat
mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat meilghas barang dan jasa
(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan nékioel kepada seluruh
masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, peta@rirdituntut untuk
menerapkan prinsipequity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya
pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secas&riohinatif. Pelayanan
diberikan tanpa memandang status, pangkat, golotgamasyarakat dan semua
warga masyarakat mempunyai hak yang sama atagpalapelayanan tersebut
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaa di atas,
namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berpsghagamonopolistdalam
pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberagfabadari fungsi tadi bisa
menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapanhpdiikan kepada pihak
swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitrparinérship, antara
pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Raij@asama antara
pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagiayanan kepada
masyarakat tersebut sejalan dengan gagasamventing governmentyang
dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992).

Namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat lbl@rang publik

murni, maka pemerintah adalah satu-satunya pihakg yderkewajiban



menyediakan barang publik murni, khususnya bararndipyang bernamaules
atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murang berupa aturan tersebut
tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyedigakepada swasta. Karena
bila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersedkan melekat kepentingan-
kepentingan swasta yang membuat aturan, sehinggenahenjadi penuh dengan
vested interestlan menjadi tidak adiluffair rule). Karena itu peran pemerintah
yang akan tetap melekat di sepanjang keberadassmhglah sebagai penyedia
barang publik murni yang bernama aturan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerikégiada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi apaegara sebagai pelayan
masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur penaérigdlam pelayanan umum
(public servicep sangat strategis karena akan sangat menentukauh seana
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebékya bagi masyarakat,
yang dengan demikian akan menentukan sejauh maaantelah menjalankan
perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendyaan
Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakdah ssatu alat pemuas
kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan baksamgun pelayanan
memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda déarang. Salah satu yang
membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemubiekaGasperz (1994),
adalahoutputnyayang tidak berbentukintangible outpu, tidak standar, serta
tidak dapat disimpan dalamventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada
saat produksi.

Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukatasperz tadi
secara jelas membedakan pelayanan dengan barargkipume sebenarnya
keduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagti froduk yang
intangible pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengaanigayang bersifat
tangible Produk akhir pelayanan tidak memiliki karaktekidtsik sebagaimana
yang dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayarsamgat tergantung dari proses
interaksi yang terjadi antara layanan dengan koesum

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan baheiyanan umum
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudaisaru publik,

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dembarikan kepuasan



kepada publik (publik=umum). Senada dengan itu, W@ 992) mengemukakan
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang di@kugleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor materilmeistem, prosedur dan
metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingamgdain sesuai dengan
haknya. Dalam versi pemerintah, definisi pelayapablik dikemukakan dalam
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur rllejamor 63 Tahun
2003, yaitu segala bentuk pelayanan yang dilakganaleh instansi pemerintah
di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Udaiik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk baralag atau jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakgium dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bukuDelivering Quality Servicekarangan Zeithaml, Valarie A.
(et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimanagdpag dan harapan
masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang anéeekna, baik berupa
barang maupun jasa. Dalam hal ini memang yang mietjguan pelayanan
publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiajpledalyanan publik
tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan olehlilpuldan bagaimana
menyatakan dengan tepat kepada publik mengenahapilya dan cara
mengaksesnya yang direncanakan dan disediakap®eheérintah.

Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagakit:

1) Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apansacamnya;

2) Memperlakukan pengguna pelayanan, sebaggomers

3) Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai ndeyaygg
diinginkan mereka;

4) Mencari cara penyampaian pelayanan yang palingdaailberkualitas;

5) Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanak déida pilihan lain.

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasagana&at terhadap
apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yadministrasi publik adalah
pemerintah itu sendiri dengan apa yang merekakaginmaksudnya yaitu sejauh
mana publik berharap apa yang akhirnya diterimaskaer

Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sadektiya antara harapan
dengan kenyataan, apabila tidak sama maka penteridi@arapkan dapat

mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk penitagk&ualitas pelayanan publik.



Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehemdedyarakat, seperti
ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitangtan mutu yang dituntut
masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidekpenhuhi, pemerintah
diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apehilanuhi dilanjutkan pada
pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasigyditerima masyarakat
berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta ayaram melengkapinya.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan paddakndmelihat tinggi

rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, yaihagaimana gambar 1 berikut

ini:
BAGIAN ANTAR PRIBADI YANG MELAKSANAKAN
(Inter Personal Component)
BAGIAN PROSES & LINGKUNGAN BAGIAN PROFESIONAL &
YANG MEMPENGARUHI TEKNIK YG DIGUNAKAN
(Process/Environment Component) @swsibnal/Technical Component)

Gambar 1 Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelaypan
(The Triangle of Balancein Service Quality)
Sumber : Warsito Utomo, 1997

Dari gambar 1 tersebut menjelaskan bahwa dalanhatdlnggi rendahnya
kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adétgseimbangan antara:

1) Bagian antar pribadi yang melaksanakiaef Personal Component

2) Bagian proses dan lingkungan yang mempengafi#iocess and
Environment Component

3) Bagian professional dan teknik yang dipergunaki@rofessional and
Technical Component

2. Konsep Pelayanan

Menurut Lukman (1999:11) pelayanan adalah kegikégiatan yang tidak
jelas, namun menyediakan kepuasan konsumen darpataakai industri serta
tidak terikat pada penjualan suatu produk atauypekn lainnya. Lebih lanjut

dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu urutan tkagigng terjadi dalam



interaksi langsung dengan orang-orang atau mesaradisik dan menyediakan
kepuasan konsumen. Pemerintah sebagai lembagadsirakempunyai fungsi

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ils®j@l masyarakat sebagai
pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah oneyap hak untuk

memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, tuntutahatlp pelayanan umum
melahirkan suatu studi, yaitu servis bagaimana caemnberikan pelayanan
sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanamum. Aparat sebagai
pelayan hendaknya memahami variabel-variabel petayaeperti yang terdapat
dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor p@agpanas LAN yang dikutip
Lukman (1999 :140). Variabel yang dimaksud ada&diagai berikut:

1) Pemerintah yang bertugas melayani;

2) Masyarakat yang dilayani pemerintah;

3) Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanalikpub

4) Peralatan atau sasaran pelayanan yang canggih;

5) Resourceyang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiaglayanan;

6) Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat séengan standar
dan asas-asas pelayanan masyarakat;

7) Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayaasyarakat;

8) Perilaku yang terlibat dalam pelayanan dan masg#ralpakah masing-
masing menjelaskan fungsi.

Kedelapan variabel tersebut di atas mengisyaratkahwa betapa
pentingnya kualitas pelayanan masyarakat dewasasehingga tidak dapat

diabaikan lagi, bahkan hendaknya disesuaikan detogéutan globalisasi.

D. Kualitas Pelayanan Publik

1. Definisi Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang darhgan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yaemeanuhi atau melebihi
harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyagqvgan, beberapa contoh
pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1998)lah:

1) Kesesuaian dengan persyaratan;
2) Kecocokan untuk pemakaian;

3) Perbaikan berkelanjutan;

4) Bebas dari kerusakan/cacat;



5) Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dap sati
6) Melakukan segala sesuatu secara benar;
7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebuasidapat diterima. Yang
menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribubbat apakah yang ikut
menentukan kualitas pelayanan publik tersebut.-ctiri atau atribut-atribut
tersebut yaitu antara lain:

1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu gunglan waktu
proses;

2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari keselah

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;

4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyagetygas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung sekemntiputer;

5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitagadelokasi,
ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersedidarmasi dan lain-
lain;

6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruangggu ber-AC,
kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayamdoiik yang diberikan
oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yarepunjukkan apakah suatu
pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakark ketau buruk. Zeithaml
(1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersetiat1@ (sepuluh) dimensi
yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukualikas pelayanan publik, yaitu
sebagai berikut:

1) Tangible terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, persat@h komunikasi;

2) Reliability, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam npakan
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;

3) Responsivenesskemauan untuk membantu konsumen bertanggung
jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;

4) Competencetuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan kepiéan
yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;

5) Courtesy sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggdpadep
keinginan konsumen serta mau melakukan kontakhathungan pribadi;

6) Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik keggan
masyarakat;

7) Security jasa pelayanan yang diberikan harus bebas ddnagai bahaya
dan resiko;

8) Accessterdapat kemudahan untuk mengadakan kontak datekatan;



9) Communication kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan
suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekakgsediaan untuk
selalu menyampaikan informasi baru kepada masyaraka

10) Understanding the customenelakukan segala usaha untuk mengetahui
kebutuhan pelanggan.

Organisasi pelayanan publik mempunyai puablic accuntability dimana
setiap warga negara mempunyai hak untuk mengev&ualstas pelayanan yang
mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilailikas suatu pelayanan tanpa
mempertimbangkan peran masyarakat sebagai pengataganan dan aparat
pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal pangguna pelayanan,
merupakan elemen pertama dalam analisis kualitéesygrean publik. Elemen
kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelaydikenali baik sebelum
dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayasedalu berubah dan
berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelaygran berkualitas saat ini
tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tdakualitas pada saat yang
lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangausiik dicapai. Dalam hal ini
yang dijadikan pertimbangan adalah kesulitan atamnudahan konsumen dan

produsen di dalam menilai kualitas pelayanan (lgjzahbar 2).

. _ Tingkat kesulitan pengguna di dalam
Tingkat kesulitan : .
mengevaluasi kualitas

produsen di dalam

_ : Rendah Tinggi
mengevaluasi kualitas
Rendah Mutual Knowledge Producer Knowledge
Tinggi Consumer Knowledge Mutual Ignorance

Gambar 2 Matrik Nilai Pelayanan
Sumber : Kieron Walsh, 1991 (dalam majalah Pubtonkistration)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kuald@@stddiberi pengertian

sebagai totalitas dari karakteristik suatu prodblrgng dan/atau jasa) yang



menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. t&siakering kali

diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskanggein atau sesuai dengan
persyaratan atau kebutuhan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 teptderbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hékpktyanan umum

adalah:

1) Meningkatkan mutu produktivitas palaksanaan tugas fdngsi instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum;

2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tataalekspelayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakanasbeadaya guna
dan berhasil guna;

3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan psesta masyarakat
dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kegeag
masyarakat luas.

Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus meshgamn unsur-unsur
dasar sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanannuimarus jelas
dan diketahui secara pasti olen masing-masindpiha

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harusudikas dengan
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuknbagar
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yandipetngan tetap
berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harysagakan agar dapat
memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum ydagat
dipertanggungjawabkan;

4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oletepetah terpaksa
harus mahal, maka instansi pemerintah yang berstanghkerkewajiban
memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut mengghrakannya.

Selain itu, Zeithaml, Valarie A., (et.al) (1990) mgatakan bahwa ada 4
(empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalataypnan publik, yaitu
sebagai berikut:

1) Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleharest;
2) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan mé&ayara
3) Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik iandiri;

4) Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atangwbralan.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian babdea 7 (tujuh) hal

yang harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukelayanan publik,



ketidaktahuan pemerintah akan hal ini menyebablkmahulnya jurang pemisah
antara masyarakat dengan pemerintahnya, yaitu:

1) Apatis;

2) Menolak berurusan;

3) Bersikap dingin;

4) Memandang rendah;

5) Bekerja bagaikan robot;

6) Terlalu ketat pada prosedur;

7) Seringnya melempar urusan kepada pihak lain.

Sementara itu, peneliti lain pernah melakukan pesaeluntuk mengetahui faktor
buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasmerintah, yang lebih banyak
disebabkan:

1) Gaji rendabh;
2) Sikap mental aparat pemerintah;
3) Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.

Pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik dagatahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakas) pelayanan yang
sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanaandabrakteknya yang
diterima oleh masyarakat sama dengan harapan a&iagirkan mereka, maka
pelanggan tersebut dikatakan sudah memuaskan. feangarapan pelanggan

dengan kenyataan yang diterima dapat digambarksgaeberikut :

Dari mulut komunikasi Kebutuha Pengalaman
Ke mulut pribadi \ asa lalu
Harapan
Dimensi kualitas \ Kualitas
/
pelayanan Kataan pelayanan

Gambar 3 Pengaruh Harapan Pelanggan dengan Kenyataa
Sumber : Zeithml, Valarie (et.al), 1990



Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikabadmr manfaat,
diantaranya hubungan antara pelanggan dan penalyandn menjadi harmonis,
sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptdoyalitas pelanggan,
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulwtord of mouth (lihat
gambar 3).

Dari semua uraian diatas jelas menunjukkan bahway@ean yang
diberikan oleh aparatur negara sesungguhnya tidpktdepas dari birokrasi dan
tidak dapat lepas dari etika pelayanan birokraséadiri.

Untuk itu dalam penelitian ini, dapat disimpulkaahlwva indikator-indikator
dalam kualitas pelayanan publik adalah:

1) Ketepatan waktu;

2) Kemudahan dalam pengajuan;

3) Akurasi pelayanan bebas dari kesalahan;
4) Biaya pelayanan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayaran Publik

Berdasarkan segitiga keseimbangan dalam kualites/gpean (gambar 1)
dan keseluruhan uraian konsep dan teori sebelunmgita dalam penulisan
skripsi ini  penulis mencoba mengemukakan faktoteiak yang dapat
mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang amémadisebabkan oleh:

1) Struktur organisasi;
2) Kemampuan aparat;
3) Sistem pelayanan.

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Struktur Organisasi

Menurut Anderson (1972), struktur adalah susunanpaekerangka yang
memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian agdimat prosedur kerjanya.
Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupagdsumagl rangkaian tindakan
yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui kmengerjakan sesuatu tugas.

Sementara itu dalam konsep lain dikatakan bahwtstr organisasi juga
dapat diartikan sebagai suatu hubungan karaktekatiakteristik, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam bd@alan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial atau nyata deaganyang mereka miliki



dalam menjalankan kebijaksanaan (Van Meter dan Mam dalam Winarno

1997). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikakan oleh Robbins (1995)
bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimanas tag@an dibagi, siapa
melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yangaloserta pola interaksi
yang akan diikuti. Lebih jauh Robbins mengatakahwaa struktur organisasi
mempunyai tiga komponen, yaitu : kompleksitas, fareasi dan sentralisasi.
Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mentimbangkan tingkat

differensiasi yang ada dalam organisasi termasulaldmnya tingkat spesialisasi
atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam osgeniserta tingkat sejauh
mana unit-unit organisasi tersebar secara geografiemalisasi berarti dalam
struktur organisasi memuat tentang tata cara atasegur bagaimana suatu
kegiatan itu dilaksanakars{andard Operating Prosedupespa yang boleh dan
tidak dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalamuksur organisasi memuat
tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakskntdilisasi atau

didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisesebut menunjukkan
bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yangasgenting dalam suatu
organisasi, sehingga dengan demikian struktur agganjuga sangat berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, apa&biaponen-komponen
struktur organisasi yang mendukung disusun dengdnamtara pembagian kerja
atau spesialisasi disusun sesuai dengan kebutdapat saling menunjang, jelas
wewenang tugas dan tanggung jawabnya, tidak tumpiaigh, sebaran dan
tingkatan dalam organisasi memungkinkan dilakukanmpengawasan yang
efektif, struktur organisasi desentralisasi memumgn untuk diadakannya
penyesesuaian atau fleksibel, letak pengambilanutkepn disusun dengan
mempertimbangkan untung rugi dari sistem sentsilidan desentralisasi, antara
lain sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkieetidakluwesan dan
mengurangi semangat pelaksana dalam pelaksanaammtakeg Sedangkan
desentralisasi yang berlebihan bisa menyulitkaardategiatan pengawasan dan

koordinasi.



Untuk struktur organisasi perlu diperhatikan apa&da petugas pelayanan
yang mapan, apakah ada pengecekkan penerimaapeatalakkan syarat-syarat
pelayanan, kerja yang terus-menerus berkesinambhuagakah ada manajemen
yang komitmen, struktur yang cocok dengan situasi kbndisi dan apakah ada
sumberdaya yang mapan.

Dalam pengendalian pelayanan perlu prosedur yamgtryaitu antara lain

penentuan ukuran, identifikasi, pemeliharaan catatduk inspeksi dan peralatan
uji, penilaian, penjaminan dan perlindungan (Gasper994).
Oleh karena itu struktur organisasi yang demikiakan berpengaruh positif
terhadap pencapaian kualitas pelayanan. Akan fedppbila struktur organisasi
tidak disusun dengan baik maka akan dapat menghakuaditas pelayanan
publik yang baik.

Berdasarkan uraian tentang struktur organisasitadi, alapat disimpulkan
bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam p#&ae tentang kualitas
pelayanan publik ini adalah:

1) Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi;
2) Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi;
3) Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan.

2.2 Kemampuan Aparat

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah lWampmanusia yang
mengabdi pada kepentingan negara dan pemerinta@marbdrkedudukan sebagai
pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menMioerdiono (1988)
mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruhafajpelaksana pemerintah
yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pensialegdari Presiden
Republik Indonesia.

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatuatadadra pelaksana
kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintalganandaik yang bekerja di
dalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikataupun mereka yang sebagai
TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yhiegapkan dengan peraturan
peraturan pemerintah.

Dari aparat negara dan atau aparatur pemerinthhragikan atau dituntut

adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, ketégiansgirta sikap perilaku



yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanapetabangunan sekarang ini
(Handayaningrat, 1986). Sementara itu, konsep rf@ndefinisikan kemampuan
atauability sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajariggyagnemungkinkan
seseorang melakukan sesuatu yang bersifat merstal fasik (Bibson, 1991),
sedangkarskill atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubudgagan
tugas (Soetopo, 1999).

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, mk&mampuan aparat
sangat berperan penting dalam hal ikut menentkkafitas pelayanan publik
tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kenparan aparat adalah sebagai
berikut:

1) Tingkat pendidikan aparat;

2) Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal;

3) Kemampuan melakukan kerja sama,;

4) Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan ydagami
organisasi;

5) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan;

6) Kecepatan dalam melaksanakan tugas;

7) Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terpaik

8) Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjamwatepada
atasan;

9) Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yagrdpibungan dengan
bidang tugasnya.

2.3 Sistem Pelayanan

Secara definisi sistem adalah suatu jaringan yargubungan satu sama
lain menurut skema atau pola yang bulat untuk meradgsan suatu fungsi yang
utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, ,1983)juga diartikan sebagai
suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleksgagisisr, berupa suatu
himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yemgbentuk suatu kebulatan
dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981).

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakahpg@dloman pelayanan,
syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya tdef, prosedur, buku
panduan, media informasi terpadu saling menghaigai masing-masing unit
terkait atau unit terkait dengan masyarakat yangnbuguhkan pelayanan itu

sendiri.



Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuag yth dari suatu
rangkaian pelayann yang saling terkait, bagian ateak cabang dari suatu sistem
pelayanan terganggu maka akan menganggu pula kdsatu palayanan itu
sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsuaysian sepertinggi mahalnya
biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu peisgar maka akan merusak
citra pelayanan di suatu tempat.

Beradasarkan uraian diatas, dalam penelitian irkamadikator-indikator
sistem pelayanan yang menentukan kualitas pelayanalik adalah:

1) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait ddagasi tempat
pelayanan;

2) Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberika

3) Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

3. Tolak Ukur Kualitas Pelayanan Publik
Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik, citkétr birokrasi yang
terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan matrdatara lain:

1) Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peganara
organisasi pusat dengan organisasi-organisasi gaelak yang ada
dilapangan

2) Melakukan efesiensi dan penghematan alokasi peaggukeuangan

3) Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan &enat pada level atas
dan level menengah ( prinsip rasionalisasi)

4) Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan

Mencermati pandangan ini, maka dalam kontek pekaygpublik dapat
digaris bawahi bahwa keberhasilan proses pelayaodlik sangat tergantung
pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan madgdr(yang dilayani). Dengan
demikian untuk melihat kualitas pelayanan publikipeliperhatikan dan dikaji
dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek prosesnait@rganisasi birokrasi
(pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yémanfaatan yang dirasakan
oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini Irfamisi&1999) menyebut beberapa
prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat baskpublik dalam aspek
internal organisasi yaitu:

a. Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayaharus dapat
dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna p&aydmisal:
masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)



b. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pal@n harus secara
terus menerus tersedia bagi masyarakat dengantieepdan kejelasan
ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan terseb

c. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pat@n proses
pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang Hemar memahami
secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan daajeléetepatan dan
kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan

d. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayapada akhirnya harus
dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien semanberikan
keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintalipun bagi
masyarakat luas.

e. Prinsip Akuntabelitas, yaitu bahwa proses, prodak chutu pelayanan
yang telah diberikan harus dapat dipertanggung heaa kepada
masyarakat karena aparat pemerintah itu pada ha@kaempunyai
tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknyadkepasyarakat

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publikpemerintah melalui
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telahgeluarkan suatu
kebijaksanaan No. 63 Tahun 2003 tentang PedomanniJienyelenggaraan
Pelayanan Publik yang perlu dipedomani oleh sebmpkrasi publik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdas@sippprinsip pelayanan

sebagai berikut:

1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dandedgelayanan perlu
ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lanepat,ctepat, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanaldeh masyarakat
yang meminta pelayanan

2) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan kepastian
dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, patayapelayanan baik
teknis maupun administratif, unit kerja pejabat gydmerwenang dan
bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, nruiaya atau tarif
pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangkau vpegktyelesaian
pelayanan

3) Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk pesiyanan yang
dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepdstikam bagi
masyarakat

4) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata @miayanan,
persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawabbee pelayanan,
waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif sdvékhal lain yang
berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinfolkaassecara terbuka
agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyardbat diminta
maupun tidak diminta

5) Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayamaagahdibatasi pada
hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapasaran pelayanan
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara apatsy dengan
produk pelayanan



6) Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atédptayanan harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: bédeang dan jasa
pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, ke@mtuan
perundang-undangan yang berlaku

7) Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agakgaag pelayanan
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yangtaelan adil bagi
seluruh lapisan masyarakat

8) Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan gedayharus dapat
diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan

E. Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

1. Pelayanan Unit/Instansi Teknis

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui Umstansi Teknis adalah
sistem Pelayanan perijinan dan non perijinan yaadong konvensional. Artinya,
bila membutuhkan surat ijin tertentu, masyarakatfhanengurus langsung ke
unit/instansi teknis yang menerbitkan surat ijinsédut. Daerah-daerah yang
mulai melaksanakan praktek tata kelola pemerintafaaig baik umumnya mulai

meninggalkan sistem ini.

1.1 Karakteristik
Karakteristik yang sering ditemui dalam PelayanarijiRan dan Non
Perijinan melalui Unit/Instansi Teknis adalah:

a. Tersedia atau sebagian besar tidak tersedia |dketus pelayanan bagi
masyarakat

b. Masyarakat harus mendatangi setiap unit/instananigeberdasarkan
jenis perijinan yang diurus (ada kemungkinan umhdngurus satu jenis
surat ijin harus mendatangi lebih dari satu urstansi teknis)

c. Ruang kerja dan ruang pelayanan biasanya tidakatipan

d. Masyarakat bebas keluar masuk dan melakukan kdemgisung dengan
pengelola teknis

e. Biasanya tidak transparan dalam hal prosedur, sysa&tu penyelesaian
dan biaya

f. Pungli dan suap tumbuh subur sebagai akibat tidaisparannya proses
perijinan dan non perijinan yang diurus

g. Surat ijin ditandatangani oleh bupati atau sekda &epala unit/instansi
teknis



1.2 Proses Pengurusan Perijinan

Proses pengurusan perijinan dan non perijinan yaagis dilakukan
langsung ke unit/instansi teknis tidak seragamrargatu unit teknis dengan unit
teknis lainnya. Umumnya masyarakat baru mengetsyarat-syarat yang harus
dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah nemgiaunit teknis terkait.
Sesampai di unit/instansi teknis, biasanya jugaktigida petunjuk jelas mengenai
lokasi pengurusan perijinan dan non perijinan.

Pada perijinan dan non perijinan yang diurus langsdi unit/instansi
teknis, biasanya unit/instansi teknis tidak mengkain tempat khusus untuk
pengurusan perijinan/non perijinan. Ruang biasaa@ukan dengan ruang kerja
pegawai/pengelola teknis perijinan/non perijinanng/abersangkutan. Pada
pelaksanaan biasanya pengurus perijinan/non parijmrus melakukan sendiri
tahap per tahap proses, karena hampir seluruhnstathsi teknis biasanya tidak
menunjukkan prosedur baku yang harus diikuti. Meslset mendatangi sendiri
meja per meja dan orang per orang yang terkaitatepgngurusan perijinan/non
perijinan di unit/instansi teknis tersebut. Padg tmeja pungli dan suap sangat
rawan terjadi. Pada pelayanan dengan pola ini byays dikeluarkan biasanya
tidak sesuai dengan biaya resmi yang diumumkana @ah pengumuman biaya).
Waktu penyelesaian pun biasanya tidak jelas, téwggn dari kerajinan
masyarakat memantau perijinan/non perijinan yangudi dan atau jumlah biaya

yang dikeluarkan.

1.3 Kelebihan

Bagi masyarakat, tidak ada kelebihan yang bisaalkan bila mereka harus
mengurus perijinan/non perijinan dengan langsunghdakangi unit/instansi
teknis. Bagi unit/instansi teknis kelebihan yangsiakan adalah koordinasi antar
pengelola teknis bisa dilakukan dengan mudah, kaseturuh pengelola teknis
berada dalam satu lokasi (untuk perijinan/non p@m yang pengurusannya

hanya membutuhkan satu unit/instansi).



1.4 Kekurangan

Dibandingkan dengan kelebihannya, kekurangan sistpatayanan

perijinan/non perijinan melalui unit/instansi tekniebih banyak dirasakan.

Kekurangan tersebut adalah:

a.
b.

C.

Akses masyarakat kepada perijinan dan non perijieadah

Masyarakat tidak efisien dalam hal waktu karenaihdranyak terlibat
dalam proses pengurusannya

Tidak transparan dalam hal biaya, waktu dan syaaatg harus
dilengkapi

. Pegawai unit teknis terganggu kerjanya karena igsivkeluar masuk

masyarakat yang mengurus perijinan dan non pemijina

. Pungutan liar dan suap merajalela

Waktu penyelesaian perijinan tidak pasti, tergagtdari keberadaan
pihak-pihak terkait

. Sistem pelayanan birokratis dan menyulitkan
. Memerlukan koordinasi antara unit/instansi teknia Isurat ijin yang

dikeluarkan memerlukan kajian antar unit/instaegints yang berbeda
dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama

I. Pemerintah seakan-akan tidak bertindak sebagayaelaasyarakat tetapi

masyarakat yang melayani pemerintah

2. Pelayanan Satu Atap

Pelayanan Perijinan dan Non perijinan satu atafahdeegiatan pelayanan

perijinan dan non perijinan di mana masyarakat puttatang di satu gedung, di

mana di dalam gedung tersebut akan tersedia unitakmis yang siap melayani

masyarakat berdasarkan jenis surat ijin yang diika#n. Surat ijin tersebut

diterbitkan oleh unit teknis yang bersangkutan.

2.1 Karakteristik
Karakteristik yang sering ditemui pada sistem pmtay satu atap adalah:

a.

Tersedia gedung khusus untuk pelayanan perijinanmnda perijinan, di
mana di dalamnya terdapat banyak unit/instansiiseikang melayani
pengurusan perijinan/non perijinan sesuai dengaaniginya

. Bertugas mengkoordinir instansi/unit teknis untukelaksanakan

pelayanan umum di satu gedung/tempat
Unit/Instansi Teknis membuka counter/loket khuseisagaifront office
atau menempatkan kantornya di gedung tersebut

. Antar counter/loket tidak memiliki keterkaitan ar@asatu dengan yang

lain, karena petugas counter/loket disediakan aif@dising- masing
unit/instansi teknis



e. Masyarakat cukup datang ke gedung tersebut untukgunes segala
jenis perijinan/non perijinan, namun di dalamnyasyaaakat mendatangi
counter/loket/kantor unit atau instansi teknis mg@simasing terkait
perijinan/non perijinan yang diurus

f. Surat ljin/Non Perijinan ditandatangani oleh kupsau Sekda atau
kepala Unit/Instansi terkait perijinan/non perijingang diurus

2.2 Proses Pengurusan Perijinan/Non Perijinan

Proses pengurusan perijinan/non perijinan yang shatilakukan oleh
masyarakat melalui mekanisme perijinan satu atagalasarnya pelayanan satu
atap(One Roof Servicd)anya mengumpulkan beberapa unit/instansi telads p
satu tempat. Masyarakat mengurus sendiri perijman/perijinan di masing-
masing unit/instansi teknis. Pada beberapa pelayaadu atap, instansi/unit
teknis membuka loketront office sebagai sumber informasi bagi masyarakat
sekaligus penghubung dengback office Pada pelayanan satu atap, masing-
masing instansi/unit teknis bekerja dan memililstesm masing-masing yang
belum tentu seragam antara satu dengan lainnyayavédsat harus mengikuti
sistem/aturan yang telah diciptakan oleh masingagasinit/instansi teknis
tersebut.

Transparansi prosedur, waktu dan biaya tidak sdkxadi pada sistem
pelayanan satu atap, karena peraturan ditetapkamohsing-masing instansi/unit
teknis. Kemungkinan masyarakat melakukan kontagdang dengaback office
sangat besar. Pungli dan suap untuk kelancararegnosrijinan/non perijinan

masih bisa terjadi.

2.3 Kelebihan
Pelayanan perijinan dan non perijinan satu atapilkekelebihan:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perijinamda perijinan

b. Segala pengurusan perijinan dan non perijinan dvabawewenang
Pemda berada dalam satu gedung/tempat

c. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk masguerijinan dan
non perijinan

2.4 Kekurangan
Sistem Pelayanan Perijinan dan non Perijinan Sgdp (®ne Roof Service)

memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:



a. Hanya merupakan lembaga non struktural yang mengbutiygas
mengkoordinir tugas instansi/unit/dinas teknis

b. SDM umumnya masih berstatus pegawai pada instames/dteknis
sehingga koordinator Satu Atap sulit melakukan taint

c. Tidak secara signifikan mengurangi pungutan lian daap, karena
banyaknya kemungkinan pemohon kontak langsung dermpgdugas
teknis

d. Tidak secara signifikan menciptakan transparansisqmur, waktu,
persyaratan dan biaya

e. Masyarakat tetap harus melalui banyak meja/pintdandaproses
pelayanannya

f. Waktu penyelesaian perijinan masih tergantungjdein dari masing-
masing instansi/unit teknis

g. Penyelesaian perijinan kadang lebih cepat dilakueagsung melalui
dinas/instansi teknis daripada melalui satu atap

3. Pelayanan Satu Pintu

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Satu Pintleddkegiatan pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat di mana masyarakak mengurus suatu
perijinan/non perijinan cukup datang ke satu temget mengambil juga di
tempat yang sama. Masyarakat cukup berhubunganadengtomer service
tanpa harus terlibat prosestifick office Pada mekanisme pelayanan satu pintu,
proses pengurusan perijinan dan non perijinan by@spiga bisa dilakukan secara

pararel.

3.1 Karakteristik
Karakteristik yang dimiliki oleh Pelayanan perijmdan non perijinan satu
pintu adalah:

a. Berbagai macam jenis perijinan/non perijinan bisaru$ dalam satu
lokasi/ tempat/ gedung

b. Tersediacustomer service

c. Masyarakat hanya berhubungan dengastomer servicgsatu pintu)
untuk mengurus semua jenis perijinan/non perijinan

d. Pembayaran seluruh jenis perijinan/non perijinassdémnya terpusat di
kasir/bank

e. Pelayanan satu pintu memiliki tugas koordinasi administrasi

Proses teknis dilakukan oleh instansi/unit teknidengan

mengikutsertakan petugas pelayanan satu pintu

g. Surat perijinan/non perijinan ditandatangani olelpdii atau sekda atau
instansi/unit teknis

—h



3.2 Proses Pengurusan Perijinan dan Non Perijinan

Proses pengurusan perijinan dan non perijinan metakekanisme satu
pintu jauh lebih sederhana dibanding dengan 2 meken yang disebutkan
sebelumnya. Dengan mekanisme satu pintu, masyasakgurus perijinan cukup
berurusan dengaonustomer serviceProses setelah berkas masukckstomer
service dilakukan oleh tim teknis tanpa ada keterlibataasyarakat pengurus
perijinan. Bahkan dengan mekanisme pelayanan setiw [pni, masyarakat
dilarang melakukan kontak langsung dendsack office (tim teknis) terkait
dengan perijinan/non perijinan yang diurus.

Sistem pelayanan satu pintu umumnya transparamndadaktu, prosedur,
biaya dan persyaratan. Batas waktu penyelesaialfinper dan biaya sudah
ditetapkan dan biasanya tertuang dalam SK Kepalkrdba Penandatanganan

Surat biasanya dilakukan oleh bupati atau Sekdakatpala Unit Kerja/Instansi.

3.3 Kelebihan
Mekanisme Pelayanan Satu Pintu memiliki banyak bieé: dibanding
dengan 2 sistem sebelumnya. Kelebihan tersebuatadal

a. Daya jangka masyarakat terhadap pelayanan perigaamon perijinan
menjadi lebih baik

b. Proses perijinan dan non perijinan terlaksana aetransparan, jelas
biaya, waktu penyelesaian, syarat dan prosedur

c. Memberi kemudahan kepada masyarakat karena sistem efektif dan
efisien

d. Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurysiparkepada petugas
menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada

e. Memungkinkan pengurusan perijinan secara pararel

f. Meningkatkan kedisiplinan pengurus perijinan (yaaakat) dan petugas,
karena segalanya harus mengikuti sistem

g. Efisiensi sumber daya (SDM dan sarana prasaraman&asetiap jenis
perijinan/non perijinan yang masuk/keluar hanyaatuekatu pintu.

3.4 Kekurangan
Walaupun mekanisme pelayanan satu pintu lebih Bark 2 mekanisme
sebelumnya, namun terdapat kekurangan-kekurang@an ya

a. Hanya merupakafmont office.
b. Kewenangan terbatas, hanya kewenangan koordinasiadministrasi
saja.



c. Secara umum proses teknis masih lebih banyak diingtansi teknis,
sehingga masih banyak kendala yang kemungkinak tefaantau oleh
pelayanan satu pintu.

4. Pelayanan Satu Pintu dan Satu AtagpOne Stop Service)

Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap atau biasaudi€ste Stop Service
(OSS)adalah mekanisme pelayanan perijinan dan nonirgerijdi mana untuk
mengurus perijinan atau non perijinan, masyarakéug datang di satu lokasi
dan satu mejgcustomer service)Apabila perijinan/non perijinan sudah selesai
hasilnya bisa diambil di tempat yang samSSadalah mekanisme pelayanan
perijinan dan non perijinan yang dianggap palingief dan efektif dilaksanakan
pada saat ini. Hal tersebut karena seluruh prosegingn baik administratif
maupun teknis dilakukan di satu tempat. P@&S pengurusan perijinan secara

pararel juga bisa dilakukan.

4.1 Karakteristik

One Stop Service (OSSherupakan penyempurnaan dari mekanisme
Pelayanan Satu Pintu, dengan karakteristik se tegekiut:

a. Tersedia customer serviceyang bertugas menjelaskan, menerima
persyaratan dan memberikan surat perijinan/nofineaniyang diurus

b. Berbagai macam jenis perijinan/non perijinan bisaru dalam satu
lokasi/tempat/ gedung

c. Masyarakat hanya berhubungan dengastomer servicgsatu pintu)
untuk mengurus semua jenis perijinan/non perijinan

d. Pembayaran biasanya terpusat di kasir/bank

e. Pada pelayanan perijinan dan non perijinan dengakanismeOS$
seluruh proses perijinan dilakukan di satu lokesnpat)

f. OSS merekrut tenaga teknis dari Unit/Instansi Teknisituk
melaksanakan kegiatan teknis

g. Surat perijinan/non perijinan ditandatangani olebndggung jawab
(Kepala)One Stop Service (OSS)

4.2 Proses Pengurusan Perijinan dan Non Perijinan Blalui OSS

Dari sudut pandang masyarakat, proses pengurusainge dan non
perijinan melalui mekanism@®SStidak berbeda jauh dengan mekanisme satu
pintu. Perbedaan terjadi pada sistem kerjébatk office PadaOS$S seluruh
kegiatan administratif dan teknis dilakukan di dakasi. Kontribusi Unit/Instansi

Teknis adalah mengirimkan tim teknis nya dan tatlitbalam proses pengurusan



perijinan dan non perijinan. Hasil rekomendasi tieknis tersebut dianggap
sebagai hasil rekomendasi unit/instansi teknis. kmya, Tim teknis yang
bekerja diOSSditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah.

4.3 Kelebihan
Pelayanan Perijinan dan non perijinan melalui meskae OSS memiliki
banyak kelebihan, yaitu:

a. Daya jangkau masyarakat terhadap pelayanan perifiaa non perijinan
menjadi lebih baik

b. Koordinasi antara unit/instansi teknis menjadi hebiaik, karena unit/
teknis memiliki perwakilan dDSS

c. Proses perijinan dan non perijinan terlaksana aetiansparan, jelas
biaya, waktu penyelesaian, syarat dan prosedur

d. Memungkinkan pengurusan perijinan secara pararel

e. Memberi kemudahan kepada masyarakat karena sistem efektif dan
efisien

f. Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurimae kepada petugas
menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada

g. Meningkatkan kedisiplinan pengurus perijinan (maakat) dan Petugas,
karena segalanya harus mengikuti sistem

h. Pengurusan perijinan yang bisa dilakukan secaraarglarmampu
meningkatkan investasi di daerah

I. Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD

J. Sangat disukai oleh investor dalam pengurusaqnnaer

4.4 Kekurangan

Secara umum mekanisme pelayaf@8Ssampai saat ini dianggap yang
paling ideal. Hal tersebut dikarenakan mekanisn@SS merupakan
penyempurnaan dari mekanisme-mekanisme yang adelusetya. Namun
demikian bukan berarti mekanisme ini tidak memilkelemahan. Sistem
pelayanan perijinan dan non perijinan dengan mekamiOSS membutuhkan
investasi sumberdaya manusia dan teknologi yangpcbksar. Namun demikian
bila dilihat manfaatnya, besarnya investasi tersetkan terbayar berkali-kali
lipat.



F. Bentuk Organisasi Pelayanan Terpadu

Pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu ysundph mulai banyak
dilakukan oleh daerah-daerah di Indonesia memitigntuk organisasi yang
berbeda-beda. Umumnya pemerintah daerah membergakisasi baru khusus
untuk pelayanan perijinan dan non perijinan terpadBerdasarkan hasil survey
dan yang telah dilakukan, bentuk-bentuk organisasiebut dari yang paling

sederhana sampai yang paling komplek adalah paskantor dan dinas.

1) Pos
Pelayanan perijinan dan non perijinan dalam bemo& adalah bentuk
organisasi yang paling sederhana dijumpai oleh pgeneliti. Karakteristik Pos
adalah sebagai berikut:
1. Biasanya yang menandatangani surat ijin adalah IKepaerah atau
Sekretaris Daerah (Sekda)

2. Organisasi biasanya berada di bawah atau merupbkgman dari
Sekretariat Daerah (Setda)

3. Penanggung Jawab Pos biasanya dirangkap oleh p&abda (misal
Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan, dll)

Bentuk organisasi Pos memiliki kelebihan dan kekgaam. Kelebihannya
adalah bentuk organisasi cukup sederhana sehifiggmelalam SDM dan biaya.
Kekurangannya adalah kewenangan yang dimiliki tastbaKewenangan yang
terbatas tersebut kadang menjadi kendala dalamkoiela koordinasi dengan

unit/instansi teknis penerbit perijinan atau nonjip@n.

2) Unit

Dilihat dari wewenangnya, bentuk organisasi Unit rupakan
penyempurnaan dari Pos. Unit Pelayanan PerijinanMizn Perijinan biasanya
berada di bawah atau merupakan bagian dari Sektefaaerah. Penanggung
jawab atau Kepala Unit biasanya juga dirangkap élefabat Sekda (misalnya
Kepala Bagian Organisasi atau Kepala Bagian Petaban). Melihat bentuk
organisasi Unit yang hanya merupakan bagian d&d&eenandatanganan surat

perijinan/non perijinan seharusnya dilakukan oledp&la Daerah atau Sekda atau



kepala unit/instansi teknis. Namun demikian, dengawenangan yang dimiliki
Kepala Daerah, penandatanganan bisa saja dilimpableh Kepala Daerah
kepada Kepala Unit dengan berdasarkan kepada SKal&epaerah yang
diterbitkan.

Kelebihan dari bentuk unit adalah bentuk organisagiup ramping dan
memiliki daya jangkau yang cukup luas. Kekuranganagalah kekhawatiran
mengenai keabsahan hukum pelimpahan penandataregmdek Kepala Unit.
Umumnya kepala Unit adalah eselon Ill, sedangkapakeUnit/Instansi Teknis
yang wewenangnya dilimpahkan adalah eselon Il. Kakgan lain adalah SDM
unit biasanya merupakan pinjaman dari instansigditeknis sehingga akan

mengalami kesulitan dalam hal mengorganisasikannya.

3) Kantor

Pengembangan lebih lanjut dalam organisasi pelayaedjinan dan non
perijinan adalah Kantor. Kantor berdiri sendiri dhiasanya dikepalai oleh
Pejabat Eselon [ll. Namun umumnya mereka memilikew&nangan
menandatangani surat ijin/ non perijinan berdasar&K Kepala Daerah.
Kelebihan bentuk kantor adalah koordinasi antat/instansi teknis lebih mudah,
apalagi bila mendapat dukungan penuh dari kepatgiada Bentuk organisasi
kantor juga memudahkan dalam pengelolaan anggararen& kantor
mendapatkan jatah anggaran tersendiri dari APBwkangannya adalah status
eselon kepala kantor yang lebih rendah dibandingalkée Unit/Instansi/Dinas
Teknis dikhawatirkan menghambat kelancaran koosilin&elain dari itu
penandatanganan surat ijin/non perijinan yang dkak oleh pejabat eselon Il

dikhawatirkan akan dipertanyakan keabsahan hukumnya

4) Dinas

Dinas merupakan bentuk organisasi yang paling timgdam pelayanan
perijinan dan non perijinan. Dengan berbentuk dikas/enangan yang diperoleh
dalam pengurusan perijinan dan non perijinan memgdh besar. Kepala Dinas

adalah Pejabat Eselon Il yang bertugas menandatieswyat ijin/non perijinan.



Kelebihan bentuk organisasi Dinas pada pelayanaifing@ dan non perijinan
adalah memiliki kepastian hukum, kegiatan proseagimen dan non perijinan
lebih terorganisir, dan pemantauan prestasi Dieb# Imudah. Kekurangannnya
adalah bentuk organisasi Dinas cukup gemuk sehinggaerlukan biaya dan

SDM yang cukup tinggi.

G.Kepuasan Pelanggan

1) Pengertian Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggd@ustomer Satifactiorgtau sering disebut juga dengan
Total Customer SatisfactiomenurutBarkelay dan Saylor (1994:82) merupakan
fokus dari prosesCostomer-Driven Project Manageme€DPM), bahkan
dinyatakanpula bahwa kepuasan pelanggan ad&ladlitas. Begitu juga definisi
singkat tentang kualitas yang dinyatakan oleh Ju(2f893:3) bahwa kualitas
adalah kepuasapelanggan. Menurut Kotler yang dikutigiptono (1996:146)
bahwa kepuasanpelanggan adalah tingkat perasaaeseorang setelah
membandingkan kinerjgatau hasil) yang dirasakan dendaarapannya. Jadi,
tingkat kepuasan adalalungsi dari perbedaan antara kinerja yafigasakan
dengan harapan. Kualitakermasuk semua elemen yang diperlukamtuk
memuaskan tujuan pelanggan, biailernal maupun eksternal, juga termatak-
tiap item dalam produk kualitakualitas layananperformance, availibility,
durability, aesthetic, reability, maintainabilitypgistic, supprtability, costomer
service, training, delivery, billing, shipping, r@ping, marketing, warrantygdan

life cycle cost.



Tujuan Perusahaan Kebutuhan dan Keinginan
l pelanggan

Produksi

|

Nilai Produk
Bagi Pelanggan

Gambar 4 Konsep Kepuasan Pelanggan

Tingkat Kep&asan Pelanggan
Sumber : Oliver dalam Prawitra, 1993

2) Konsep Pengukuran Kepuasan
Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:148) depat empat metode
untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagkube

1. Sistem keluhan dan saran, artinya setiap perusayeam berorientasi
pada pelanggan perlu memberikan kesempatan selasisyb bagi para
pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, kétuhan
mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotakrsgang diletakkan
di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu keanemenyediakan
saluran telepon;

2. Survei kepuasan pelanggan, artinya kepuasan pelangijakukan
dengan menggunakan metode survei, baik melaluitpEpon, maupun
wawancara pribadi. Dengan melalui survei, perusaha@mperoleh
tanggapan dan umpan balik secara langsung damggda sekaligus
juga memberikan tanda positif bahwa perusahaaafisspemerintahan
menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Reagukepuasan
pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dergmbagai cara, di
antaranya sebagai berikut:

a. Directly reported satisfactionyaitu pengukuran dilakukan secara
langsung melalui pertanyaan, seperti sangat tidas,ptidak puas,
netral, puas, dan sangat puas;

b. Derived dissatisfacatin,yaitu pertanyaan yang menyangkut
besarnya harapan pelanggan terhadap atribut;

C Problem analysisartinya pelanggan yang dijadikan responden
untuk mengungkapkan dua hal pokok, yaitu (i) masatasalah yang
mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari ghexas/instansi
pemerintahan dan (ii) saran-saran untuk melakukapgikan;



d. Importance-performance analysisartinya dalam teknik ini
responderimintai untuk me-rankingerbagai elemen dari penawaran
berdasarkan pentingnya elemen.

3. Ghost shopping, artinya metode ini dilaksanakan dengan cara
memperkerjakan beberapa ora(@host sopperjuntuk berperan atau
bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial prquirksahaan dan
pesaing. KemudianGhost sopper menyampaikan temuan-temuan
mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaanpesaing
berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian kppodduk
tersebut.

4. Lost customer analysis,artinya perusahaan menghubungi para
pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yaah beralih
pemasok dan diharapkan diperoleh informasi penydbghadinya hal
tersebut.

Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada soatu produk.
Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kaladuk/ tersebut dapat
memenuhi kebutuhannya. Aspek mutu suatu produktddipur. Pengukuran
tingkat kepuasan erat hubungannya dengan mutu lprdmirang atau jasa). Di
samping itu, pengukuran aspek mutu bermanfaat fmagpinan bisnis, yaitu (i)
untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannyseprbisnis; (ii) mengetahui
di mana harus melakukan perubahan dalam upaya ukelakperbaikan secara
terus-menerus untuk memuaskan pelanggan; (iii) ntekan apakah perubahan
yang dilakukan mengarah ke perbaikan.

Salah satu cara untuk mengukur sikap pelangganh iali@ngan
menggunakan kuesioner. Perusahaan/instansi peat&imtharus mendesain
kuesioner kepuasan pelanggan yang secara akurait m@onperkirakan persepsi
pelanggan tentang mutu barang atau jasa. Pengguka@sioner kepuasan
pelanggan harus benar-benar dapat mengukur deegan persepsi dan sikap

pelanggan.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan

Dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang begpehgterhadap
kepuasan pelanggan, Tjiptono (1996:159) mengataka@mva ketidakpuasan
pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan fakksternal. Faktor internal
yang relatif dapat dikendalikan perusahaan/instgmsinerintahan, misalnya
karyawan yang kasar, jam karet, kesalahan penpateaasaksi. Sebaliknya,



faktor eksternal yang di luar kendali perusahaapesi cuaca, gangguan pada
infrastruktur umum, aktivitas kriminal, dan masalphbadi pelanggan. Lebih

lanjut dikatakan bahwa dalam hal terjadi ketidalgama ada beberapa
kemungkinan yang bisa dilakukan pelanggan, yaitu:

1. Tidak melakukan apa-apa, pelanggan yang tidak pdak melakukan
komplain, tetapi mereka praktis tidak akan memb&u menggunakan
jasa perusahaan yang bersangkutan lagi;

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah spqualanggan
yang tidak puas akan melakukan komplain atau tigaik:

. derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan;

. tingkat ketidakpuasan pelanggan;

manfaat yang diperoleh;

. pengetahuan dan pengalaman;

. Sikap pelanggan terhadap keluhan;

tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi;

. peluang keberhasilan dalam melakukan komplain.

Q"0 Qo0oT®

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepuasamggen juga sangat
dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Menurut Modfa®98:197), agar layanan
dapat memuaskan orang atau sekelompok orang ydagawmii, ada empat
persyaratan pokok, yaitu:

1) tingkah laku yang sopan;

2) cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengayaagaseharusnya
diterima oleh orang yang bersangkutan;

3) waktu penyampaian yang tepat, dan keramahtamahan.

Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengeapuasan di
antaranya faktor kesadaran para pejabat atau eyayey berkecimpung dalam
pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi land&saya pelayanan, faktor
organisasi yang merupakan alat serta sistem yanmgumgkinkan berjalannya
mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatarg ydapat memenuhi
kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan peg, gian faktor sarana dalam

pelaksanaan tugas pelayanan.



H. Keterkaitan Antara Struktur Organisasi, Kemampuan Aparat dan Sistem
Pelayanan dengan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bati@am menentukan
kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi olaktof struktur organisasi,
kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Ketigarfaktsaling berkaitan satu
sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikutemterkan tinggi rendahnya
dan baik buruknya suatu pelayanan yang diselenkgai@eh pemerintah.
Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketep waktu, kemudahan
dalam pengajuan, akurasi pelayanan yang bebas kesalahan dan biaya
pelayanan. Hal tersebut sangat dipengaruhi olehorfaktruktur organisasi,
kemampuan aparat dan sistem pelayanan.

Semakin baik faktor struktur organisasi, kemampagarat dan sistem
pelayanan maka kualitas pelayanan publik akan senfek pula dan semakin
dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna teaifapan. Sehingga
kualitas pelayanan publik yang berkualitas dapetapai. Hal ini dapat dilihat
pada gambar 5 sebagai berikut :

Kemampuan aparat '—
Struktur organisasi '
Sistem pelayanan '—

Gambar 5 Konsep Tentang Faktor-faktor Yang Mempengauhi Kualitas

Kualitas
Pelayanan publi

Kepuasan
pelanggan

Pelayanan Publik

Sumber : Hasil Analisis



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadgamg sebenarnya
secara rinci dan aktual dengan melihat masalahiujaan penelitian seperti yang
telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelfaag digunakan dalam
penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan ragtedelitian kualitatif. Meski
demikian, dalam penelitian ini tidak menutup kenmkingn menggunakan cara-
cara yang digunakan dalam penelitian kuantitagfarea dalam menggunakan
cara-cara tersebut dipandang oleh penulis mampu akemalkan dalam
pencarian data dan menganalisisnya.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif,gydapat diartikan
sebagai proses pemecahan masalah yang diselidigademelukiskan keadaan
subyek dan obyek penelitian pada saat sekarangdsmtcn fakta-fakta yang
tampak atau bagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1990).

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan peaeliyang non
hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya Watiklak perlu merumuskan
hipotesisnya (Suharsimi Arikunto, 1996). Metode gigian deskriptif adalah
metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaraelukehan obyek
penelitian secara akurat.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidakatad hanya sampai pada
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melipulisi dan interpretasi
tentang arti data tersebut, selain itu semua yakgngpulkan berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Lexy Mg, 2005).

Dalam Sugiyono (1998), mengatakan bahwa metodelipamedeskriptif
bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta- dengan jelas dan
teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa bdoydetail yang tidak penting
dengan menunjukkan apa yang penting atau tidakanDatonsepGrounded
Researchbahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatiinjaei berpengaruh
dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubuargara teori dan

pengamatan



Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk menggarkan kualitas
pelayanan publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPTjaKi®asuruan, maka metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metatelitian deskriptif kualitatif.

B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah ggegolen melalui
kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.dddamaksud tertentu yang
peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan foR&tama, penetapan fokus
dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokienakembatasi bidang inkuiri.
Kedua, penetapan berfungsi untuk memenuhi inklksiuei atau memasukkan-
mengeluarkar{inclusion-exclusion criteriayuatu informasi yang baru diperoleh
dilapangan (Moleong, 2002, h.62). Dalam penelitian fokus penelitiannya
adalah :
1) Kualitas pelayanan publik akan diukur dari tingkapuasan pengguna
jasa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan:
a. Ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengatuviakggu dan
proses
b. Kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapa
administrasi
c. Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan apakalygea tersebut
bebas dari kesalahan
d. Kesuaian biaya pelayanan
2) Faktor-faktor kualitas pelayanan publik menyangkuatang :
a. Struktur organisasi akan diukur dari :
1. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi
2. Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi
3. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan
b. Kemampuan aparat akan diukur dari :
1. Tingkat pendidikan aparat
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal

3. Kemampuan melakukan kerja sama



4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan getemi
organisasi

Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan

Kecepatan dalam melaksakan tugas

Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik

P98 4

Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggung bamwa
kepada atasan
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yaaghdbungan
dengan bidang tugasnya
c. Sistem pelayanan akan diukur dari :
1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait deloggasi
tempat pelayanan
2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberika
3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian tentang kualitas pelayanan publik ibiHedifokuskan pada Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan. Adapun ipemilokasi penelitian di
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan tersikatenakan :

1) Penulis telah lama tinggal di wilayah Kota Pasurusehingga penulis
sudah banyak mengenal kondisi dan keadaan di logaselitian
tersebut.

2) Aparat Pemerintah Daerah Kota Pasuruan khususnimitiPelayanan
Terpadu (UPT) sudah banyak dikenal oleh penulisjrn@imaksudkan
agar tidak menimbulkan kecurigaan antara penulisyale responden
dalam mengumpulkan data dan semakin mempermudaimdail
mengumpulkan data karena sudah adacygas

3) Dalam hal menghemat biaya penelitian, ada rekaarrgdenulis yang
bersedia membantu dalam pencarian data, hal inh as@makin

mempermudah dan meringankan penulis tentunya.



Secara umum situs penelitian ini bahwa adanya kasesdengan substansi
penelitian dan mampu memberikantry baik berupa orang, interaksi, dan
sebagainya yang kaya sesuai dengan kebutuhanmiskandalam.

Situs penelitian ini merupakan tempat dimana sebgaadimana penelitian
dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek agkawg diteliti. Situs
penelitian ini adalah Unit Pelayanan Terpadu (UR®)a Pasuruan, koordinator
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan, petUgisPelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan, masyarakat Kota Pasuruan yergbutuhkan pelayanan

di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian atiporti data primer dan
data sekunder

1) Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari sumbediaati dan dicatat
untuk pertama kali. Dalam hal ini dapat berupalh@swancara dengan
pihak-pihak terkait dengan penelitian dan juga olz®. Dalam
penelitian ini data primer sebagai berikut:
a. Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Paanrbeserta

jajarannya yang terkait
b. Masyarakat pengguna jasa pelayanan
c. Cara dan hasil pelayanan yang dilakukan di Uniaygelan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan

d. Sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas
e. Kemampuan aparat dalam pelaksaan pelayanan
f. Sikap dan perilaku masyarakat

2) Data Sekunder
Data ini diperoleh dari tangan pihak kedua, ketigaya melewati satu
atau lebih. Pihak yang bukan peneliti sendiri, Ujaen untuk
mendukung data primer yang berupa dokumen-dokunaenlaporan-
laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian.aiahal ini data

sekunder diperoleh adalah:



a. Literatur mengenai organisasi, birokrasi dan manaje pelayanan
publik

Perda, dokumen, kliping, artikel yang berhubungamgan penelitian
Laporan internal organisasi

Statistik kepegawaian

® a0 T

Laporan pengaduan masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peaen secara
intensif (observation), wawancara yang dilakukanas® mendalam (in depth
interview) dan teknik dokumentasi serta telaah kggkaan. Untuk melengkapi
data primer yang diperoleh dengan cara-cara sabhagaidimaksud diatas, dalam
penelitian ini juga menggunakan data sekunder.

Dalam melakukan observation, penulis berada disloganelitian di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dan mengeseatira teliti dan
seksama keadaan yang sesungguhnya di lapangammeargamati gejala-gejala
yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penalitia

Dalam melakukan in depth interview, penulis meladukinterview
langsung baik kepada aparat yang bertanggung javeddksanakan pelayanan di
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan, masgam@engguna jasa dan
beberapa pihak lain yang berhubungan dengan kedmeradlnit Pelayanan
Terpadu (UPT) ini, misalnya wartawan Radar Bromo wartawan Ramapati FM
yang biasa bertugas di lingkungan Pemda Kota Pasummtuk mendapatkan
informasi yang lebih jelas dan mendalam tentandpdmgi hal yang diperlukan,
yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder ymrgaitan dengan
kualitas pelayanan publik di Unit Pelayanan Terp@dlRT) Kota Pasuruan seperti
laporan tahunan dan bulanan tentang pelaksanaayapeh dan laporan lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini.

Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkianydng diperoleh
dengan konsep dan teori yang berkaitan secarauaggs



Keempat metode tersebut di atas digunakan di lsgpangtuk memperoleh
data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperolata ¢rimer, di samping
dilakukan pengamatan secara langsung di lapangaya gigunakan teknik
interview terhadap responden yang telah ditentukiEmgan cara mengajukan
pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanydarview guide) yang telah
disusun. Dalam melakukan interview, pertanyaanktitt@anya terpaku pada
pedoman wawancara, tetapi dapat berkembang sesugatkan yang ada di
lapangan. Selanjutnya untuk membuktikan benar tigak jawaban atau
pernyataan responden, perlu didukung dengan d&asdkunder yang didapat

dari studi dokumentasi.

F. Keabsahan Data
Agar data hasil penelitian ini benar-benar dapperdanggung jawabkan,
maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atdisdtean data. Derajat
kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akantukan oleh standart apa
yang digunakan, yang disebut keabsahan data (Swmiy@007 h. 120),
mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang diganakduk memeriksa
keabsahan data yaitu:
1) Kreadibilitas, merupaka kepercayaan terhadap daisil lpenelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan:
a. Memperpanjang Keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam ypepglan data.
Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memunghimleningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, sedangaelitian ini
memakan waktu kurang lebih satu bulan.
b. Melakukan Pengamatan Secara Intensif
Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukiagircidan
unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan g@larscatau isu
yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dira pzal-hal
tersebut secara rinci, dalam hal ini peneliti mekaa pemeriksaan

data lebih intensif lagi.



c. MelakukanPeer Bebriefing
Teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan d@egai masukan
baik berupa kritik dan saran dari peneliti yang lgang diperoleh
melalui diskusi.
d. Triangulasi
Teknik triangulasi dalam pengujian kreadibilitas dartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbaga dan
berbagai waktu (Sugiyono 2007, h. 125). Dengan kiemipenelitian
ini terdapat triangulasi sumber, pengumpulan dita,waktu.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas dayang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telanotipemelalui
beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukangpcekan
dengan membandingkan hasil data yang diperolehatiepgneliti
yang lain yang juga sama meneliti di instansi tause
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguiji kreadibilitas dgeng dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sargand
teknik yang berbeda.
3. Trianguluasi Waktu
Data yang dikumpulkan peneliti diambil diwaktu pagri, dimana
pagi hari peneliti bisa menyaksikan langsung kegialan dapat
melakukan wawancara secara langsung berkenaanrdkegiatan
pelayanan publik.
e. Analisis Kasus Negatif
Dalam penelitian ini, penulis selaku peneliti belmmanemukan kasus-
kasus negatif yang bertentangan dengan data sefsnalitian
berlangsung.
f. Mengadakan Member Check
Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan datga#a pemberi
data supaya data yang diperoleh sesuai dengan aaga diberikan

oleh pemberi data.



2) Transferability
Hasil penelitian ini dapatb dilakukan transferapithgar pembaca dapat
memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemunagki untuk
menerapkan hasil penelitian ini, maka peneliti menkan uraian yang
rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3) Depenability
Aktivitas peneliti dalam hal ini berjalan karenaygutelah diaudit oleh
para pembimbing, mulai dari menentukan masalah.entakan sumber
data, melakukan analisis data dan sampai membsielan.

4) Konfirmability
Hal ini berkaitan dengan menguji hasil peneliti@mg dikaitkan dengan

proses yang dilakukan atau dicapai oleh peneliti.

G. Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapakudian bersamaan
dengan proses pengamatan. Jadi selama prosestipanadirlangsung data yang
diperoleh dapat langsung di analisis.

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengampdata yang
digunakan dalam penelitian ini, maka untuk mengsisaldata yang telah
dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yangudiakan adalah analisis
deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkanlgeh data atau fakta yang
diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategog yelevan dengan tujuan
penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisskmptif dengan berpedoman
pada teori-teori yang sesuai.

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secemduktif, yakni
penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan a#&s yang berhasil
dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentukmmatau penalaran untuk
mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unusur-paselitian yang tidak
diperiksa atau diteliti dalam penelitian mengenalitas pelayanan publik di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan, setelahehéiky sebagian saja dari
unsur-unsur tersebut sesuai dengan sampel penelijiang ditetapkan

sebelumnya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

Kota Pasuruan terletak di Propinsi Jawa Timur, deerdi persimpangan
segitiga emas jalur regional Surabaya-Probolinggdakly. Secara geografis Kota
Pasuruan terletak antara £125’' - 112°,55' BT dan 7,35 - 7°,45' LS dan
tergolong dataran rendah dengan ketinggian ratadrateter dari permukaan laut,
berjarak + 60 km dari Kota Surabaya. Secara adtraifs Kota Pasuruan
mempunyai daerah seluas + 35,29 km2 yang terbagi a&tkecamatan yakni
Kecamatan Gadingrejo dengan luas 16,24 km2 temni 11 kelurahan,
Kecamatan Purworejo dengan luas 8,59 km2 terdiri #@ kelurahan, dan
Kecamatan Bugul Kidul dengan luas 10,46 km2 tedtn 13 kelurahan. Batas-
batas Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Selat Madura

b) Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

c) Sebelah Selatan : Kecamatan Gondangwetan dan lké&aohjentrek
Kabupaten Pasuruan

d) Sebelah Barat :Kecamatan Kraton KabupatsaorBan

Wilayah Kota Pasuruan dilalui beberapa sungai kdfiyantara lain: Sungai
Gembong panjang 7,5 Km yang membelah pusat kota tgaletak di Kecamatan
Purworejo, Sungai atau Kali Welang dengan panjar@ Km terletak di
Kecamatan Gadingrejo. Sedangkan di wilayah KecamBtagul Kidul terdapat
beberapa sungai atau kali, yaitu Kali Petung pan@®0 Km, Kali Sodo 3,66
Km, Kali Kepel panjang 3,00 Km dan Kali Calung dangpranjang 6,00 Km.

b. Kondisi Geologi, Topografi, dan Hidrologi
1. Geologi: Datarannya termasuk jenis aluvium dengtat batuannya
intermedier sampai agak basis. Kondisi tanah bstdeKiat dengan

kandungan Na dan Cl yang tinggi sehingga sesuaikubtididaya



tambak dan penggaraman. Budidaya tambak banyakntéegkan di
sepanjang pantai bagian timur yang lebih luas ddagagian barat.

2. Topografi: Merupakan wilayah datar yang melandai dalatan ke
utara dengan kemiringan 0-1% dan ketinggian 0-4 emetari
permukaan laut. Di sebelah utara terdapat bagiag y@ak cekung
sehingga pembuangan airnya terhambat.

3. Hidrologi: Kota Pasuruan terletak di pantai seledora, di batas
barat terdapat Sungai Welang, Di tengah kota me&ngaingai
Gembong, dan di timur mengalir Sungai Petung, ketsungai
tersebut berfungsi sebagai drainese alam yang laeamdi Selat

Madura.

c. Kondisi Demografis

Dilihat dari kondisi demografi Kota Pasuruan memyairuas + 3.658 km2
dihuni oleh penduduk sebanyak 188.470 jiwa yandiriedari 93.516 penduduk
laki-laki dan 94.954 penduduk perempuan sehinggad@&tan penduduk rata-rata
5.152 jiwa/km2 (berdasarkan data dari Proyeksi Bata Pasuruan Tahun 2008).
Dari ketiga kecamatan yang ada di Kota Pasuruanamdatan Purworejo yang
terdiri dari 10 kelurahan mempunyai tingkat kepadapenduduk yang paling
tinggi yakni sebesar 8.048 jiwa/km2. Disusul Kectanasadingrejo yang terdiri
dari 11 kelurahan mempunyai kepadatan penduduk76jR2a / km2, dan
Kecamatan Bugul Kidul yang memiliki 12 kelurahan nmlé&i kepadatan
penduduk 3.136 jiwa/km2. Dari kelurahan yang addata Pasuruan, terdiri atas
902 RT (Rukun Tetangga) dan 210 RW (Rukun Wargd)itteng tanggal 24

Agustus 2006 sebagaimana dijelaskan dalam tabi&uler



Tabel 2 Jumlah RT dan RW di Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2008

. Kecamatan Jumlah —
Kelurahan RW RT
| | Kecamatan Gadingrejo
1 | Kelurahan Gadingrejo 27 32
2 | Kelurahan Tambaan 20 24
3 | Kelurahan Trajeng 11 31 42
4 | Kelurahan Karanganyar 7 41 48
5 | Kelurahan Karangketug 6 31 37
6 | Kelurahan Sebani 6 17 23
7 | Kelurahan Petahunan 5 21 26
8 | Kelurahan Bukir 8 26 34
9 | Kelurahan Randusari 8 25 33
10 | Kelurahan Krapyakrejo 6 20 26
11 | Kelurahan Gentong 7 21 28
Jumlah 73 280 353
II | Kecamatan Purworejo
1 | Kelurahan Ngemplakrejg 36 45
2 | Kelurahan Mayangan 16 21
3 | Kelurahan Bangilan 15 19
4 | Kelurahan Kebonsari 12 44 56
5 | Kelurahan Purworejo 8 54 62
6 | Kelurahan Kebonagung 6 35 41
7 | Kelurahan Purutrejo 5 31 36
8 | Kelurahan Pohjentrek 5 43 48
9 | Kelurahan Wirogunan 7 23 30
10 | Kelurahan Tembokrejo 7 35 42
Jumlah 68 332 400
[l | Kecamatan Bugul Kidul
1 | Kelurahan Panggungrejq 9 13
2 | Kelurahan Mandaranrejq 23 28
3 | Kelurahan Bugul Lor 44 52




4 | Kelurahan Kandangsapi 2 14 16
5 | Kelurahan Bugul Kidul 6 42 48
6 | Kelurahan Pekuncen g 12 15
7 | Kelurahan Petamanan 7 24 31
8 | Kelurahan Krampyangan 2 14 16
9 | Kelurahan Blandongan 7 23 30
10 | Kelurahan Kepel 6 20 26
11 | Kelurahan Tapaan 4 14 18
12 | Kelurahan Sekargadung 6 26 32
Jumlah 69 290 359

Jumlah Seluruhnya 210 902 1112

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Pasuruan, 2008

d. Kondisi Pendidikan

Pada tahun ajaran 2008/2009 di Kota Pasuruan yearupftar sebagai
pelajar SD adalah 21.786 murid, SLTP sebanyak 9/6tid, SLTA 9.276
murid, Diploma dan Universitas 1.931 murid yangébar baik negeri maupun
swasta yang terbagi dalam tiga kecamatan. Sedangkasentase penduduk
berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf di KatsuRian sudah sangat baik
yaitu 0.05% laki-laki dan 0.07% perempuan. Untutiejelasnya dapat dilihat
pada tabel 3 dan tabel 4.



Tabel 3 Presentase Penduduk Laki-laki dan PerempuaBerusia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

Yang Ditamatkan dan Kecamatan Kota Pasuruan Tahun @08

Laki-laki Perempuan
No | Kecamatan SLTP/| SLTA/ AK/ _ _ SLTP/| SLTA/ AK/ . _
SD/MI Universitas| Jumlah| | SD/MI Universitas| Jumlah
MTs MA | DIPLOMA MTs MA | DIPLOMA
1 | Bugul
_ 1426 | 1837| 3789 70527 | 1385 | 1905 | 2446 5736
Kidul
2 | Purworejo
1472 | 1993 648 4113 | 1363 | 1838 861 4062
3 | Gadingrejo
944 52 916 1912 869 869 1164 2902
Jumlah
3842 3882 5353 1280 1435 3617 4612 4471 951 1365
(Kab/Kota)

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Pasuruan




Tabel 4 Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun Yangelek Huruf Kota Pasuruan Tahun 2008

Jumlah Penduduk Desa 10 Tahun ke atas
Laki-laki Perempuan Laki-laki & Perempuan
No Kecamatan
Melek Melek Melek
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Huruf Huruf Huruf
1 Bugul
11 49 60
Kidul
2 Purworejo
20 9 29
3 Gadingrejo
8 11 16
Jumlah (Kab/Kota) 75.459 39 0,05 80.260 69 0,09 .1Bb 108 0,07

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Pasuruan




e. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat mauputung®ihann
ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Bmikn&egional Bruto (PDRB)
yang berguna bagi para perencana dan pengmabiltusgmy baik untuk
perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka gamenaupun jangka
panjang. PDRB dapat juga dipakai sebagai bahan uasial hasil-hasil
pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan olebadai pihak, baik
pemerintah maupun swasta.

PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasagydiproduksi di suatu
wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu pulsmgKkat pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakta-rata dari tingkat
pertumbuhan sektoralnya. Berikut disajikan data BD®ta Pasuruan berdasar

atas harga berlaku dan harga konstan 2000.

Tabel 5 PDRB Kota Pasuruan menurut Lapangan Usaha tas Dasar

Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000

PDRB Atas Dasar PDRB Atas Dasar
Sektor Harga Berlaku Harga Konstan

2005 2006 2005 2006
Pertanian 66.838.931| 77.249.858  40.521.860 41.807.8
§ Sl EE IR 1.858.224 2.114.129 1.404.546  1.422.011
dan Penggalian
Qi 247.245.917 | 294.484.062 156.771.388 165.130|762
Pengolahan
Listik, Gas, dan | - 34 758 444 | 38343223 22.164.462 23.739.361
Air Bersih
Bangunan 98.775.640| 118.083.071 61.168.921 64.3324
Perdagangan,
Hotel, dan 460.870.117 | 525.318.319 294.856.150 311.929,445
Restoran
Angkutan Qg 169.831.882 | 202.070.116 107.405.85 113.739|317
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan, dan | 104.788.719 | 122.125.861 64.740.604  68.409.026
Jasa Persh.
Jasajasa 149.597.049  178.149.417 94.812.694 12420
PDRB 1.334.084.982 1.557.938.06643.846.451] 891.533.468

Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2007



f. Sarana dan Prasarana

1) Perhubungan Darat
Panjang jalan di Kota Pasuruan pada tahun 2006ubelya adalah
80,669 Km dengan jenis permukaan di aspal sepanj@rgg9 Km dan
jalan kerikil sepanjang 3,1 Km. Berdasarkan stgalannya, dapat
dikelompokkan menjadi:
Jalan Negara : 15,276 km
Jalan Propinsi :1,40 km
Jalan Kota : 83,905 km
Saat ini dipenuhi beberapa sarana transportasipaeterminal yaitu
terminal bus dan angkutan kota serta sub termBedangkan untuk jenis
kendaraan yang melayani wilayah Kota Pasuruannsétayek mobil
angkutan umum (AKDP) juga terdapat trayek angkukara dan
angkutan pedesaan.
Sarana perhubungan darat yang lain yaitu dengakutarg kereta api
dengan panjang rel kereta api yang melewati Kosu@an sepanjang
6,850 km. Fasilitas yang tersedia berupa StasiuetieApi di tengah
kota yang melayani angkutan sebanyak 15 buah/hari

2) Perhubungan Laut
Kota Pasuruan selain memiliki fasilitas transportesat juga memiliki
fasilitas transportasi laut yaitu pelabuhan surygaig terdapat di muara
Sungai Gembong yang selalu ramai kegiatannya sapgnjahun.
Pelabuhan Kota Pasuruan termasuk pelabuhan klagahg melayani
antar pulau dengan sarana angkutan laut jenis /kapalhu layar dan
bermotor dengan kemampuan di bawah 120 DWT, sehirnggih
berfungsi sebagai pelabuhan kapal rakyat dan nelaya

3) Listrik
Listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi setiapang, baik
digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-tmstiansi maupun
aktivitas industri. Kebutuhan listrik di Kota Pasan sangat memadai
baik bagi kebutuhan perorangan maupun kegiatanoghkiorDistribusi



listrik di Kota Pasuruan ditunjang oleh ketersedigardu sebanyak 275
unit.

4) Air Bersih
Kebutuhan akan air bersih di Kota Pasuruan dihasiélan disalurkan
oleh Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kota Paswmruang
mencakup pelayanan ke seluruh penjuru kota dengafalp pelanggan
pada tahun 2006 sebanyak 15.700. Produksi air myamg dihasilkan
pada tahun 2006 adalah sebesar 8.377.232lah produksi yang terjual
mencapai 4.089.647 M

5) Pos dan Telekomunikasi
Salah satu pendukung investasi adalah kemudaham dedrkomunikasi,
dalam ini melalui fasilitas pos dan telekomunikaging tersedia.
Pelayanan jasa pos telah mencakup seluruh wilatata ®Rasuruan
sehingga memberikan jaminan kelancaran lalu list@at.
Untuk telekomunikasi seluler, selain yang diusahadieh PT. Telkom,
hampir semua operator seluler telah hadir di KotéguRuan dengan
berbagai produk layanannya untuk kelancaran daryakeanan para
penggunanya.

6) Fasilitas Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investagi peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka untukingkatkan
jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarnatkét mengurangi
tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, peningkagizi pada balita,
ibu hamil dan masyarakat serta pengobatan penya&itular, telah

tersedia sarana prasana kesehatan yang memadai.

2. Gambaran Umum Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KotaPasuruan

a. Profil Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan

Unit Pelayanan Terpadu atau biasa disebut Pelay@aain Pintu dan Satu
Atap (One Stop Servicgdalah mekanisme pelayanan perijinan dan non ipeemiji

di mana untuk mengurus perijinan atau non perijimaasyarakat cukup datang di



satu lokasi dan satu mefaustomer service)Profil Unit Pelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan:

Nama : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan
Alamat Kantor : Jl Alun-alun Utara No 6
Jumlah Pengurus : 11 Orang
Nama Pengurus
a. Koordinator : Drs. H.M. Hidayat, MM
b. Petugas Tata Usaha (TU) : H. Rachmat, SH
c. Petugas Loket Pelayanan : Akip Syamsudin, SE
Yanuar Rohiman, S.Pd
Mansyur, S.Pd
Yanuar, SE
Agus Salim, SH
Dra. Sri Murti
Suryadi
Anik Fauziah
d. Petugas Bagian Umum  : Subiantoro

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan sampsat gSni
pelaksanaannya masih berjalan kurang lebih 3 (tiglayn, awal pendiriannya
pada tahun 2006 yang ditetapkan dengan KeputusdikdtéaPasuruan nomor 58
tahun 2006 tentang Pelaksanaan Unit Pelayanan die(p#PT) di Kota Pasuruan
serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negendil@4 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu&®aot yang juga lebih
dikenal dengan istilah One Stop Service”yang pada intinya mewajibkan
Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatantara lain:
penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan ugamahentukan lembaga
pelayanan perizinan terpadu satu pintu didaeramapgkasan waktu dan biaya
perizinan, perbaikan sistem pelayanan, perbaikstersiinformasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi proses pelayanan perizisatain Peraturan Menteri
tersebut, landasan hukum lainnya yang menjadi dpsktksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah KEPMEN PendayaguAparatur Negara
Nomor: KEP/2/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknigansparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Rubldapun tatalaksana
pelayanan umum yang dilaksanakan di Unit Pelayairempadu (UPT) Kota

Pasuruan meliputi:



1) ljin Mendirikan Bangunan (IMB);

2) ljin Tempat Usaha (SITU) dan ljin HO;

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4) Akta-akta Catatan Sipil,

5) ljin Pemasangan Reklame, Spanduk dan Baliho;

6) ljin SIPA dan Trayek Angkutan;

7) ljin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
8) ljin Penjualan Minuman Keras.

Dari 8 (delapan) jenis pelayanan yang telah dikioasikan di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan ini, pelaasarya tetap
dikoordinasikan dengan unit kerja pengelolanya nmesiasing. Sedangkan
bidang perijinan yang tidak dikoordinasikan dalamitUPelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan, tetap dilaksanakan pada uwma kpengelola masing-

masing.

b. Syarat-syarat Perijinan

Hal yang berkaitan dengan persyaratan, mekanismetala cara, jangka
waktu penyelesaian dan biaya yang diperlukan, telatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yarah tditetapkan dalam
peraturan daerah Kota Pasuruan. Persyaratannya &ita

1) ljin Mendirikan Bangunan (IMB):

1. Mengambil dan mengisi formulir di Unit Pelayananpau (gratis);

Copy KTP dan bukti pelunasan PBB,;
Copy hak atas tanah, dilegalisir oleh pejabat y@rvenang;

Surat Persetujuan Tetangga;

ol e e

Gambar konstruksi bangunan dengan perbandingaa, $dexlikut sket

situasi/ketentuan garis sempadan;

&

Copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berblaaleum);
7. ljin Lokasi dan Badan Pertanahan Nasional (Perusgha
8. Lampiran Copy IMB terdahulu, berikut retribusi besa untuk
bangunan tambahan, perluasan dan rehabilitasi.
2) ljin Tempat Usaha (SITU) dan ljin Ho:
1. Mengisi formulir permohonan, bermaterai, yang diketi Camat;
2. Foto copy ljin mendirikan bangunan;



. Foto copy Sertifikat/Akta Jual-Beli atau Hibah/Relan Tanah yang

ditempati perusahaan dilegalisir Camat/PPAT,;

. Foto copy Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraagi BVNI

Keturunan;

. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah, jika stédnghnya sewa

dilegalisir Camat setempat;

6. Foto copy KTP Pemohon;

7. Foto copy NPWP dan Bukti Pelunasan PBB,;

8.

9. Pas Foto Ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembatr;
10.
11.

Stop Map/Snelheshter Map Folio;

Surat-surat lain yang diperlukan;

Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP):

1.
2.

~N o 0o AW

Surat Pengantar dari RT/RW setempat;
Mengisi formulir KP-1 di Kantor Desa/Kelurahan sepmat rangkap 2
(dua);

. Kartu Keluarga;

. Penduduk tetap telah berusia 17 tahun atau perpalkain;

. Surat Keteranngan dari kepolisian bagi mereka kahgangan KTP;
. KP-1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desedh;u

. Bagi yang usianya telah mencapai 60 tahun ketasleléh, diberikan

KTP seumur hidup.

4) Akta-akta Catatan Sipil:

1.
2.
3.
4.

Surat Kelahiran dari Kepala Desa/Kelurahan;

Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/Rumah tSaka ada);

Foto Copy Kartu Susunan Keluarga;

Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa/Keluarga dikuasakan

pada orang lain.

5) ljin Pemasangan Reklame, Spanduk dan Baliho:

1.
2.

mengambil dan mengisi formulir di Unit Pelayanampé#elu;

Denah Lokasi Pemasangan Reklame;



3. Surat pernyataan tidak mengganggu kebersihan, &&seh
keagamaan, ketertiban umum/kesusilaan agama,;

4. Surat rekomendasi dari instansi terkait apabil@diifkan;

5. Surat persetujuan pemilik tanah/bangunan/persil.

6) ljin SIPA dan Trayek Angkutan:

1. Foto copy STNK;

2. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Hix®) khususnya
untuk perusahaan otobus;

3. Foto copy KTP (khusus mobil baru);

4. Foto copy kewarganegaraan bagi WNI keturunan asing;

5. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohongybarbentuk
Badan Usaha, Akta Pendirian Koperasi, Tanda Buiii Diri bagi
pemohon perorangan;

6. Persyaratan kesangupan untuk memiliki atau menguasgima)
kendaraan bermotor khususnya perusahaan Otobus.

7) ljin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

1. Foto copy ljin H.O;

Foto copy ljin Bangunan/IMB;

Foto copy ljin Lokasi;

Foto copy NPWP;

Foto copy KTP, pelunasan retribusi mesin dan pajak;

Foto copy Sertifikat Tanah;

N o o &~ DN

ljin Kerja Lama (bila perpanjangan);
8. Stop map sebanyak 4 lembar.
8) ljin Penjualan Minuman Keras:
1. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000,00;
. Foto copy KTP;
. Foto copy Surat ljin Tempat Usaha (SITU);

. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2
3
4. Foto copy reklame;
5
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MB;
7

. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dars&loketempat;



8. Surat rekomendasi dari Camat setempat;
9. Memenuhi persyaratan lingkungan/ HO;

10. Surat pernyataan tidak keberatan dari minimal 2)duwang tetangga
sebelah menyebelah yang disahkan oleh RT/RW daetadtii oleh
Lurah/Kepala Desa setempat;

11. Lunas Retribusi Izin Temapat Penjualan Minuman Betwl;

12. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

13. Foto copy izin lama (perpanjangan);

14. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Dalam pengelolaan naskah dinas berupa surat masokkedluar yang
menjadi urusan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KosuR@n mengikuti prinsip
satu pintu, yaitu berpusat pada Tata Usaha (TU} Belayanan Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan.

Petugas Tata Usaha (TU) yang terdapat pada Undy&shn Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan merupakan perangkat Tata U3ahayang harus bekerja
sama melaksanakan koordinasi dengan bagian umui Pekretariat Daerah
Kota Pasuruan.

Untuk melihat alur pelayanan pada Unit Pelayanarpddu (UPT) Kota

Pasuruan, tergambar seperti dalam gambar 6 sdbagait:
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Gambar 6 Bagan Alur Pelayanan Unit Pelayanan Terpad (UPT) Kota Pasuruan
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c. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan pelayanan publik di Unit Pelagafierpadu (UPT)
Kota Pasuruan, tentunya terdapat personil pelakyangaitu:

1) Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

1. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dipimpin oleh seor&megala yang
disebut Koordinator;

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan galzatannya
sendiri, juga bertindak atau menjabat sebagai Koatdr Unit
Pelayanan Terpadu (UPT);

3. Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) diangkatnd
diberhentikan atau diganti oleh Walikota Pasuruan;

4. Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mempunyagas
mengkoordinasikan pelayanan umum atau perijinan gyan
dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT),y@lenggarakan
ketatausahaan (administrasi umum, surat-menyurat, ldin-lain)
serta evaluasi dan pelaporan;

5. Dalam melaksanakan tugas, secara administratif deknis
operasional Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UBartanggung
jawab kepada Walikota Pasuruan.

2) Petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terdiri datugas Tata Usaha

(TU) dan petugas teknis pelayanan umum atau panijin

1. Petugas Tata Usaha (TU).
petugas tata usaha (TU) Unit Pelayanan Terpadu \dfelaksanakan
urusan administrasi umum (termasuk pencatatan masutan
keluaran pelayanan umum atau perijinan), surat or@hylan urusan
penerimaan keuangan pelayanan umum/perijinan (aelfEmbantu
Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan hD#erta

Pasuruan);



2. Petugas Tata Usaha (TU) Unit Pelayanan Terpadu YUPT
petugas tata usaha (TU) Unit Pelayanan Terpadu Yd&3dlah bagian
dari organisasi Setwilda Kota Pasuruan dan Dirgsl&oatan Daerah
Kota Pasuruan;

3. Petugas Teknis Pelayanan Umum atau Perijinan.
petugas teknis pelayanan umum atau perijinan Umlay@nan
Terpadu (UPT) adalah Petugas yang berasal daansishtau unit
kerja pemberi atau pemroses pelayanan umum atajingeryang
bersangkutan.

Untuk melihat struktur organisasi pada Unit Pelayamerpadu (UPT) Kota

Pasuruan, tergambar seperti dalam gambar 7 sdbagait:
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Gambar 7 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu

Kota Pasuruan

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan

d. Visi dan Misi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasiruan

1) Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima Perijinan dan Non iRanjTahun 2013

2) Misi

1. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, akunatabarkan SOP

(Standar Operasional Prosedur);

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dayausian

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;

4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendylelayanan;



5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayg®iinan dan
non perijinan

6. Meningkatkan potensi pendapatan retribusi.

B. Data Fokus Penelitian

1) Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang darhgan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yaemenuhi atau melebihi
harapan dan untuk dapat menilai sejauh mana ksighédayanan publik yang
diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada rkaitgang menunjukkan apakah
suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatalbaik atau buruk.
Organisasi pelayanan publik mempunyai public accuntability dimana setiap
warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi thsapelayanan yang
mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilailikas suatu pelayanan tanpa
mempertimbangkan peran masyarakat sebagai pengdtaganan dan aparat
pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal pangguna pelayanan,
merupakan elemen pertama dalam analisis kualitésygrean publik. Elemen
kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu palaydikenali baik sebelum
dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik dapatahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakas) pelayanan yang
sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanaandabrakteknya yang
diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atagirkan mereka, maka

pelanggan tersebut dikatakan sudah memuaskan

a. Ketepatan Waktu Pelayanan

Salah satu indikator dalam memperoleh kualitasyp@lan publik yang baik
maka yang perlu untuk diperhatikan adalah ketepataktu pelayanan yang
berkaitan dengan waktu tunggu dan proses. Semakget clan tepat waktu dalam

proses pelayanan, maka akan membuat penggunajaséia puas.



Pelaksanaan pelayanan publik yang sangat diharaplein masyarakat
sebagai konsumen yaitu penggunaan waktu penyefegaiag cepat. Dengan
semakin cepat pelayanan yang diberikan, maka tingkpuasan masyarakat
sebagai konsumen akan tinggi.

Dalam kaitannya dengan indikator ketepatan wak#ngydilakukan oleh
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan untukciptakan pelayanan yang
berkualitas adalah melalui percepatan waktu tumpggla setiap jenis pelayanan.

Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukiak konsistennya
antara waktu tunggu dengan waktu penyelesaiannyg gidaksanakan di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan, berikut akian disajikan
fenomenanya:

“...selama 3 (tiga) hari berturut-turut ini sayaldsebalik kesini mau ambil
Akta Lahir anak saya, kok ternyata belum jadi-j&hdahal sudah lebih dari
2 (dua) minggu sejak mengurusnya masih belum selega. Malah,
dijanjikan oleh petugasnya...besok...besok, nyatamyana?” (hasil
wawancara dengan masyarakat, 2009).
Selain itu terlihat masih ada keluhan dari sebagrasyarakat sebagai
konsumen dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KotaiRas tentang pelayanan
publik, yaitu:

“Ngurus KTP saja sampai harus seminggu lebih lamatapi tetap saja tidak
beres-beres. Memangnya kerja petugas disana ngsgainhasil wawancara
dengan masyarakat, 2009).

Dari gambaran tersebut diatas terlihat jelas balmeasih banyak dari
masyarakat yang mengeluhkan tentang ketepatan \peakdyanan yang berkaitan
dengan waktu tunggu dan proses yang dilaksanakamitiPelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan yang sebagian masyarakatnya dari Meédura yang
terkenal dengan watak kerasnya, akan sangat kemea@la segala urusan tidak
bisa terselesaikan secara tepat waktu. Hal iniddisacleh Koordinator Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan :

“Kami menyadari kekurangan kami, tetapi kami akagrubaha melayani
masyarakat sebaik-baiknya semampu kami. Untuk kami mohon
pengertian dari masyarakat bahwa dalam setiap mrpsdayanan telah
ditetapkan standard waktu dalam penyelesaiannyasil(tvawancara dengan
Bapak Hidayat, 2009).



Waktu penyelesaian setiap urusan berbeda-beda i se®iansi yang

bertanggung jawab menyelesaikannya. Berikut initadapenyelesaian suatu

urusan.
Tabel 6 Waktu Penyelesaian Pelayanan
No. Jenis Pelayanan Waktu Penyelesaian Instansi
1. ljin Mendirikan 12 Hari Dinas Pekerjaan Umum
Bangunan (IMB)
2. ljin Tempat Usaha 20 Hari Bagian Ketertiban
(SITU) dan ljin HO
3. | Kartu Tanda Penduduk 2 Hari Bagian Tata
(KTP) Pemerintahan
4. | Akta-akta Catatan Sipil 1 Minggu Kantor Catatan Sipil
5. ljin Pemasangan 1 Minggu Bagian Perekonomian
Reklame, Spanduk dan
Baliho
6. ljin SIPA dan Trayek 2 Hari DLLAJ
Angkutan
7. | ljin Penggilingan Padi 5 Hari Dinas Pertanian
Huller dan Penyosohan Tanaman Pangan
Beras
8. ljin Penjualan 3 Hari Bagian Perekonomian

Minuman Keras
Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan

Dari hasil wawancara, apabila diperhatikan dengstsama, masyarakat
Kota Pasuruan yang merasa tidak puas dengan katepaktu pelayanan di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan adalah nasyayang mengalami
keterlambatan penyelesaian maksimal lebih daratu)sninggu dari daftar waktu
penyelesaian pelayanan.

Berikut ini disajikan tabel keterlambatan waktu ysesaian pelayanan di

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan yargphia terjadi.



Tabel 7 Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pelayanan

No. Jenis Pelayanan | Waktu Keterlambatan | Waktu Penyelesaian
1. ljin Mendirikan 2 Minggu 1 Bulan
Bangunan (IMB)
2. ljin Tempat Usaha 1 Minggu 1 Bulan
(SITU) dan ljin HO
3. | Kartu Tanda Penduduk 5 Hari 1 Minggu
(KTP)
4. | Akta-akta Catatan Sipil 1 Minggu 2 Minggu
5. ljin Pemasangan 1 Minggu 2 Minggu
Reklame, Spanduk dan
Baliho
6. | ljin SIPA dan Trayek 5 Hari 1 Minggu
Angkutan
7. | ljin Penggilingan Padi, 2 Minggu 3 Minggu
Huller dan Penyosohan
Beras
8. ljin Penjualan 4 Hari 1 Minggu

Minuman Keras

Sumber : Hasil Analisis

Berbicara mengenai ketepatan waktu pelayanan, swd&tunya apabila
setiap permohonan yang diproses dapat melalui ktaripasi, begitu pula di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan. Dengan nieatkan komputer selain
dapat menghemat waktu juga dapet-line antar instansi terkait, tetapi pada
kenyataannya hal ini kurang dimanfaatkan oleh m@etga, mungkin sumber
daya manusianya yang kurang terlatih. Hal ini tgkap dari hasil wawancara
sebagai berikut :

“Memang, disini kita sudah waktunya memberi pelayardengan sistem
komputerisasi. Hal ini tentu akan semakin mempeatcepkiu pelayanan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tagiugas yang ada apa
mampu...?” (hasil wawancara dengan masyarakat,)2009

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan pelaggoublik kepada
masyarakat, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Rasumasih belum mampu



mengadopsi sistem komputerisasi sebagai penunjat@ndaran pelaksanaan
pelayanan publik. Dari kondisi ini dapat dinilaihwea petugas yang ada di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dalam peatanfdaeknologi masih
tergolong rendah.

Proses pelayanan publik mungkin dapat dimaniputasena kurangnya
dalam memaksimalkan sistem komputerisasi dan kuasangpenggunaan
teknologi berdampak pada tidak adanya sistem kibntemajemen yang tepat.
Berbagai berkas-berkas urusan tidak akan terkod&ngan baik, bahkan hilang
sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadsyarakat. Di sini
masyarakat menjadi bagian yang paling dirugikanemarsistem yang tidak
sistematis. Oleh sebab itu, kebutuhan akan sistamplterisasi menjadi mutlak
adanya bagi setiap birokrasi pelayanan publik umuimberikan pelayanan

kepada masyarakat pengguna jasa agar lebih edektiéfisien.

b. Kemudahan Pengajuan Permohonan & Kelengkapan Admirstrasi

Indikator berikutnya yang menentukan kualitas petay publik adalah
kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkagrainistrasi yang
menyangkut prosedur atau tata cara, tidak berbelit- mudah dipahami dan
dilaksanakan. Kelengkapan administrasi akan memp#aim dalam proses
penyelesaian setiap urusan pelayanan dan dipetatahyang benar.

“Setiap permohonan harus dilengkapi dengan persyargang lengkap dan
harus diisi dengan benar. Kami tidak segan-segatukurmenolak
permohonan apabila persyaratan yang diajukan nkasédng lengkap” (hasil
wawancara dengan petugas UPT, 2009).

Dari hasil wawancara tersebut Unit Pelayanan Terp@dPT) Kota
Pasuruan secara tegas mensyaratkan kelengkapanistchsi dalam pengajuan
permohonan, tetapi hal ini justru sering menyulikamasyarakat yang masih
kurang paham akan kelengkapan administrasi dalagapgan permohonan.

“Heran saya, mau ngurus IMB saja kok dipersulittaga sih kurang surat
pengantar dari RT dan RW” (hasil wawancara dengasyarakat, 2009).

“...dengan kelengkapan administrasi sebenarnya s&agat membantu dalam
mempermudah pengajuan permohonan. Tidak usah kgngpim..di formulir
permohonan sudah tertera kelengkapan administea) f1arus dilengkapi”
(hasil wawancara dengan petugas UPT, 2009).



Uraian tadi semakin menjelaskan bahwa dalam peaggermohonan dan
kelengkapan administrasi di Unit Pelayanan Terp@d®T) Kota Pasuruan
mensyaratkan adanya kelengkapan administrasinhdidukung dengan adanya
petunjuk yang jelas dalam setiap formulir pengajp@mohonan.

Dalam hal kemudahan pemberian pelayanan publikngieli di salah
artikan. Dikarenakan persepsi antara masyarakaggoem jasa dan aparat
birokrasi mengenai jenis dan kualitas pelayanarilpsbringkali belum mencapai
titik temu. Kebutuhan masyarakat akan pelayanam yisien, transparan, pasti
dan adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparakraso Dalam banyak hal
diskriminasi dalam pelayanan publik sering dialamteh kelompok marginal
dalam masyarakat, seperti kelompok miskin dan ntagr padahal prinsip
pelayanan publik itu ialah tidak memihak individtaw kelompok manapun.
Pelayanan publik harus bersifat terbuka dan dikelolenurut sudut pandang
masyarakat pengguna jasa sehingga menyiratkan abuyang dekat antara
masyarakat pengguna jasa dan petugas pelayanan.

Perlakuan diskriminatif petugas terhadap pengg@asa jpelayanan tentu
sangat mengganggu image penyelenggaraan pelayabék @i Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan. Ada banyak kasusidislasi yang terungkap
lewat petugas sendiri dan sebagian masyarakat.

“Kalau sudah kenal dengan orang dalam, mau ngyrasaja pasti selesainya

cepat” (hasil wawancara dengan masyarakat, 2009).

“Tolong...ini dikerjakan dulu. Ini punya Pak A, ngs KTP...pemohon belum
tanda tangan KTP sudah jadi, Camat sudah tandararignak, hasilnya
cepat dan mudah, sehari jadi” (hasil wawancaraaengasyarakat, 2009).

c. Akurasi Pelayanan

Sementara itu, indikator berikutnya akurasi pelayaryang berkaitan
dengan apakah pelayanan tersebut bebas dari kasalatenunjukkan dalam
setiap permohonan pelayanan masih ditemukan keselkdsalahan yang
berkaitan dengan hal-hal teknis, misalnya kesalafi@lam proses mencetak
dokumen. Hal ini patut sebenarnya masih dapat demgvajar, tetapi sebagai
konsumen yang ingin mendapat pelayanan yang terballarusnya setiap

kesalahan hendaknya dapat dikurangi bahkan tiddkpgat kesalahan sedikitpun.



Demikian harapan dari sebagian besar masyarakatuspengguna jasa, berikut
fenomenanya:

“Selaku manusia pasti pernah berbuat kesalahapitseékarang jaman udah
canggih. Mbok ya o, kalau bikin KTP itu nulis nargarjangan salah, kalau
gak alamatnya yang salah atau kadang-kadang anligal lahir saja salah”
(hasil wawancara dengan masyarakat, 2009).

Dari pihak Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pammyumenyadari
bahwa setiap kesalahan seperti salah cetak, adesg#ah ketik merupakan murni
kesalahan petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Ke#suruan asal
kelengkapan formulir administrasinya telah diishgan benar dan pihaknya siap
untuk memperbaiki dan mengganti setiap kesalahaaliat dan masyarakat tidak
dipungut biaya tambahan. Seperti yang terungkapgselberikut:

“Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan siapngganti setiap
kesalahan dan memperbaikinya secara gratis, k#tengerupakan tanggung
jawab kami untuk melayani masyarakat. Masyarakas pkami senang...”
(hasil wawancara dengan petugas UPT, 2009).

Mengenai apakah setiap pelayanan di Unit Pelaydegoadu (UPT) Kota
Pasuruan bebas dari kesalahan. Setiap manusitapastirnah berbuat kesalahan
baik itu disengaja maupun tidak. Untuk itu setigsddahan dalam pelayanan di
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan akaerloiki dan diganti tanpa
dipungut biaya lagi. Hal ini menunjukkan adanya kamen dalam tanggung

jawab kepada konsumen.

d. Kesesuaian Biaya Pelayanan

Indikator terakhir dalam menentukan kualitas pataya publik di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan yang dilakukdam penelitian ini
merupakan indikator besarnya biaya pelayanan, fdké&ya pelayanan dianggap
penting karena faktor ini paling rawan dan krusgltali di mata banyak pihak.

Penetapan besarnya biaya pelayanan telah ditetagidtagan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan, karena pemasukan dari Ulaydan Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan sangat membantu dalam memperolehapaad Asli Daerah
(PAD) Kota Pasuruan. Selain itu, besarnya biayayaelan juga dengan melihat
kondisi perekonomian dari warga masyarakat Kotaufdas. Dalam penetapan

biaya pelayanan harus diperhatikan beberapa aspekai berikut:



oleh pemerintah terpaksa harus mahal,

1) Nilai produk yang dihasilkan melalui suatu prosesdapanan tidak

melebihi kewajiban atau jika dibandingkan dengamdpk-produk

lainnya tidak melebihi tarif yang

ditentukan dalperaturan.

2) Memperhatikan kondisi dan tingkat kemampuan ekormoasyarakat.

3) Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yarigku.

Sesuai uraian pada bab I, apabila pelayanan umamg giselenggarakan

maka

instaesnerintah yang

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepadsyarakat untuk ikut

menyelenggarakannya, untuk itu besarnya biaya getay di Unit Pelayanan

Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dianggap wajar dan mi@n@eh masyarakat.

Berikut disajikan besarnya biaya pelayanan di Uretayanan Terpadu (UPT)

Kota Pasuruan :

Tabel 8 Besarnya Biaya Pelayanan

No. Jenis Pelayanan Besarnya Biaya
1. ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 50.000,00 — Rp 350.000,00
(tergantung bangunan)
2. | ljin Tempat Usaha (SITU) dan ljin Rp 7.500,00 — Rp 150.000,00
HO (tergantung luas)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp 5.000,00
4. Akta-akta Catatan Sipil Rp 4.000,00
5. | ljin Pemasangan Reklame, Spanduk Rp 75.000,00 — Rp 320.000,00
dan Baliho (tergantung bahan & lokasi)
6. liin SIPA dan Trayek Angkutan Rp 15.000,00 — Rp 30.000,00
7. liin Penggilingan Padi, Huller dan Rp 250.000,00
Penyosohan Beras
8. ljin Penjualan Minuman Rp 2.000.000,00 — Rp 3.500.000,

Keras

(tergantung tempat penjualan)

0

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan

Namun pada kenyataannya, besarnya biaya pelayamanberlaku di Unit

Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan melebiHi yang telah ditentukan.



Hal ini disebabkan karena ada sebagian masyaraksj snengurus lewat calo
yang banyak beredar di Unit Pelayanan Terpadu (Kt Pasuruan atau para
petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasurberusaha untuk
mengambil keuntungan dari masyarakat. Berikut llisajketidaksesuaian biaya

pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Rasuyang tidak sesuai

aturan :
Tabel 9 Ketidaksesuaian Biaya Pelayanan
No. Jenis Pelayanan Perbedaan Biaya Besarnya Biaya
1. | ljin Mendirikan Bangunan Rp 400.000,00 Rp 750.000,00
(IMB)
2. | ljin Tempat Usaha (SITU) Rp 550.000,00 Rp 700.000,00
dan ljin HO
3. Kartu Tanda Penduduk Rp 15.000,00 Rp 20.000,00
(KTP)
4. Akta-akta Catatan Sipil Rp 6.000,00 Rp 10.000,00
5. | ljin Pemasangan Reklame Rp 150.000,00 Rp 470.000,00
Spanduk dan Baliho
6. ljin SIPA dan Trayek Rp 20.000,00 Rp 50.000,00
Angkutan
%@ ljin Penggilingan Padi, Rp 150.000,00 Rp 400.000,00
Huller dan Penyosohan
Beras
8. ljin Penjualan Minuman Rp 500.000,00 Rp 4.000.000,00
Keras

Sumber : Hasil Analisis

Selain alasan seperti yang disebutkan di atasaralpsnetapan besarnya
biaya pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayyaram secara kualitatif lebih
baik dapat dikenakan biaya yang agak mahal, senaej@sa pelayanan standar
dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Pekaasdari jenis pelayanan
yang relatif mahal, akan dapat dipergunakan unteknlayai pelayanan yang



lebih murah, melalui mekanisme subsidi silamgo$s subsidi Dengan cara
demikian, diharapkan institusi Unit Pelayanan TdgpdUPT) Kota Pasuruan
dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalngagah tidak mengorbankan

fungsi pelayanan yang menjadi tugas utamanya.

2) Faktor-faktor Kualitas Pelayanan Publik

a. Struktur Organisasi

Seperti telah diuraikan pada tinjauan pustaka menstruktur organisasi
yaitu susunan bagian-bagian yang mempunyai tugasfaagsi, yang saling
berhubungan serta mempunyai tanggung jawab dan mesgedalam pemberian
pelayanan publik.

Struktur organisasi yang ideal pada saat ini adsiakktur organisasi yang
ramping (tidak banyak rantai birokrasi) namun menyai banyak fungsi.
Namun, pada kenyataannya seperti yang telah diglapada bab |, bahwa
keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuni masih juga terjadi
penambahan rantai birokrasi karena di Unit Pelayaharpadu (UPT) Kota
Pasuruan hanya merupakan “loket” penerimaan sag@angkan tempat prosesnya
di instansi yang berwenang (lihat tabel 6).

Untuk menghindari kesan yang negatif ini, maka ntgak mau Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan harus dagatja secara profesional,
dalam pengertian bahwa proses penyelesaian jasgapein dapat dilakukan
secara lebih cepat dengan kualitas yang lebih e

Dalam hal restrukturisasi dan reorganisasi Uniayaian Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan telah lama muncul ide seperti yanmggap dari hasil wawancara

sebagai berikut :

“Apabila melihat keberadaan Unit Pelayanan Terp@tRiT) di daerah-daerah
lain, sulit rasanya untuk tetap mempertahankan reeldan Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) ini. Seperti Unit Pelayanan TerpadiPT) Kabupaten
Sidoarjo misalnya, sejak berlakunya UU 22 Tahun918®titusi tersebut
akhirnya dilikuidasi. Memang ada sedikit kebingumgaeperti keberadaan
saya disini hanya sebagai koordinator saja, semzeittajabatan saya adalah
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan..skh. itu ngrangkep
jabatannya. Baiknya untuk Unit Pelayanan TerpadBT)UKota Pasuruan



biar tetap eksis dibuat struktur organisasi sengehingga adanya eselon
bagi Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Resumantinya. Jadi
semua kegiatan pelayanan terpusat di satu temgatindtansi yang terkait
menempatkan personilnya di Unit Pelayanan Terp&RiTj itu. Ini tentu
akan lebih efisien dan efektif” (hasil wawancarangn koordinator UPT,
2009).

Berdasar dari hal tersebut apabila dilihat kebemad&nit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dalam hal strukturrosgai dari segi tingkat
pembagian tugas pokok dan fungsi sudah terlihaty@dpembagian tugas pokok
dan fungsi yang jelas. Karena dalam pelaksanaaaridedri petugas yang
bertugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota pesuhanya berjumlah 10
(sepuluh) orang, yang terdiri dari:

1) 1 orang petugas Tata Usaha (TU);

2) 8 orang petugas loket pelayanan;

3) 1 orang petugas bagian umum.

Dari 10 (sepuluh) orang yang bertugas ini, kelemajang terlihat adalah
tidak ada satu petugas pun yang berstatus sebagaivBi Negeri Sipil (PNS),
mereka adalah pegawai yang berst&alisstaadsatau yang lebih dikenal dengan
pegawai honorer.

Sedangkan Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (URdja Pasuruan,
hanya kadang-kadang saja datang untuk melihat dangesek jalannya
pelayanan.

Sementara itu dalam kejelasan pelaksanaan tugas amtansi juga
terlaksana dengan baik, meskipun hal tersebut miefgiktor penghambat dalam
mempercepat waktu pelayanan dikarenakan setiafamurpslayanan baru akan
diproses setelah terkumpul beberapa formulir pergajdan baru dibawa ke
instansi terkait. Hal ini terungkap dalam:

“Misalnya ini mas, kalau yang ngurus KTP dalam d@u sudah terkumpul
banyak baru dibawa ke Bagian Tata Pemerintahark wipwoses. Sedangkan
kalau masih sedikit nunggu dulu yang ngurus besalk@ayru diproses” (hasil
wawancara dengan masyarakat, 2009).

Dalam hal tingkat hubungan antara atasan dan bawvahasih terlihat
adanya budaya Javeavuh pakewulyang sangat mempengaruhi dalam hubungan

bapak dengan anak. Hal ini disebut budaya patemalyang memandang atasan



sebagai pihak yang harus dihormati oleh bawahansgdangkan di lain sisi,
bawahan hanya dipandang sebagai alat untuk mekgalaperintah atasannya.
Ada kecenderungan bahwa aparat birokrasi yang tefamjadi pimpinan
mempertahankan kedudukannya karena dirasakan mammmberikan
keuntungan finansial dan sosial.

Dampaknya adalah aparat bekerja secara lambanakarang yang ada di
dalamnya cenderung menurut dan tunduk pada atesaanga memiliki inisiatif
mengembangkan diri. Bawahan berada pada posisaniengyg sehingga tidak
berani mengambil keputusan meskipun keputusan #@nyangkut kepentingan
yang mendesak.

Banyak sekali fenomena yang dapat dipetik dari hgho antara atasan
dengan bawahan yang terjadi Unit Pelayanan TerfdBd) Kota Pasuruan ini.
Inilah fenomenanya:

“Di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan umtuk pemohon yang
persyaratannya kurang tetapi butuh cepat, biasdisyauh menghadap atasan
langsung” (hasil wawancara dengan petugas UPT,)2009

“Sebenarnya disini tidak pernah ada yang beranigmngatkan pimpinan,
sebab dianggap tidak sopan dan takut kualat” (hasilvancara dengan
petugas UPT, 2009).

“Selama ini dianggap tabu dan tidak etis kalau eamangomongin atasan,
kalau atasan salah ya...diam saja” (hasil wawandarman petugas UPT,
2009).

“Pimpinan disini kurang tanggap dan menghargaingtaf Mosok, pegawai
yang malas dan rajin sama saja...jadi kalau maprésasi itu sia-sia saja”
(hasil wawancara dengan petugas UPT, 2009).

“Kerja saya disini hanya sebagai pelaksana. Jadiidak punya wewenang
apa-apa. Semua keputusan diserahin sama atasamu Bah yang paling
tahu aturan yang berlaku. Jadi, kalau kita mintaurgek atasan itu, supaya
nantinya tidak disalahin, misalnya kalau ada apma-afoalnya kalau
dipecahkan sendiri, nanti dikiranya penguasa’ (hasiwancara dengan
petugas UPT, 2009).

Dari fenomena yang terjadi diatas, jelas terlihabvia hubungan antara
atasan dengan bawahannya di Unit Pelayanan Ter(didli) Kota Pasuruan

kurang terjalin hubungan yang harmonis. Hal inibalpadibiarkan secara terus-



menerus akan mempengaruhi dalam pelaksanaan patayapada masyarakat,
yang berdampak pada kualitas pelayanan akan menurun

Tidak adanya pendelegasian wewenang kepada bawgaaahal hal
tersebut sangat penting karena bawahan itu sebh@ngemg mengetahui secara
langsung kebutuhan masyarakat. Petugas pelayarsahadrang yang paling
dekat dengan masalah dan peluang. Mereka tahuaaqpapa yang terjadi dari
jam demi jam sampai hari demi hari dan jika memieérodukungan dari
pimpinan, mereka dapat menciptakan solusi terbatkkumemperbaiki organisasi
sebagai satu kesatuan. Apabila pimpinan mempergggawai bawahan untuk
mengambil keputusan penting, artinya pimpinan marggi pegawainya.

Pendelegasian wewenang terhadap bawahan akan sengngemunculan
inovasi yang berkembang dari pegawai yang melaksangekerjaan dan
berhubungan dengan pelanggan. Dampaknya adalahumyacsemangat kerja
pegawai yang lebih tinggi, lebih banyak komitmem debih produktif. Selain
diberi wewenang, bawahan juga harus dilindungi karedak semua pimpinan

menginginkan campur tangan bawahan dalam penganka&f@utusan.

b. Kemampuan Aparat

Dalam melayani kebutuhan dari pengguna jasa makaamkguan aparat
yang bertugas dalam hal pelayanan menjadi sangtihgeDemikian juga halnya
dengan kemampuan aparat di Unit Pelayanan TerpdéT)( Kota Pasuruan,
aparat dalam hal ini petugas di Unit Pelayanan daup(UPT) Kota Pasuruan
merupakan ujung tombak dalam bidang pelayanan.

Hal penting yang menjadi faktor penting dari kemaarp aparat di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan adalah tingkadidikan aparat.
Apabila diperinci satu-persatu, maka dapat dildedam tabel 10 sebagai berikut :



Tabel 10 Tingkat Pendidikan Aparat

No. Jabatan Tingkat Pendidikan
1. Koordinator UPT S-2

2. Tata Usaha S-1

3. Petugas Loket 6 org S-1, 2 org SMA
4 Bagian Umum SMA

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT ) Kota Pasuru

Dari komposisi tingkat pendidikan aparat sepertdgpdaabel 10 diatas,
terlihat bahwa kemampuan aparat di Unit Pelayanampadu (UPT) Kota
Pasuruan sudah tergolong baik. Hal ini dibuktik@mghn tingkat pendidikan
yang tinggi (sarjana) dan hanya 3 (tiga) orang yaing berpendidikan SMA.

Tetapi dari hasil wawancara di dapatkan bahwa kap#tadang mereka
merasa jenuh dan bosan dalam hal melayani masyarBkakut ini hasil
wawancaranya:

“Saya ini sarjana lho...tapi koq saya kerjaanny@aaiegini, cuma jaga loket.
Percuma saja saya sekolah tinggi, keahlian dan h@wan saya tidak
dimanfaatkan sama sekali” (hasil wawancara dengaugps UPT, 2009).

Keluh kesah dari salah satu petugas loket di Ugldyanan Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan ini sebenarnya dapat untuk dipahidaliini patut disayangkan
karena kemampuan yang ada tidak dapat dimanfaptised mungkin. Tetapi,
memang dalam hal ini tidak ada yang dapat untuklali&an. Apabila diteliti
lebih dalam lagi bahwa status kepegawaiannya adalasih berstatus tenaga
honorer. Sehingga sulit bagi petugas tersebut umekuntut lebih banyak lagi,
apabila nanti Pemda mengadakan penerimaan pegaaai btau ada
pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, iimukaéamampuannya dapat lebih
termanfaatkan.

Indikator lain dalam variabel kemampuan aparat adakemampuan
penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Disini yaingaksud adalah dalam hal
penyelesaian urusan pelayanan publik, Unit Pelayaherpadu (UPT) Kota
Pasuruan berusaha untuk menyelesaikan setiap penaolsecara tepat waktu

dengan segenap kemampuan yang ada.



Untuk itu diperlukan adanya kemampuan melakukajalsama yang baik
antar instansi dalam meningkatkan kualitas pelayguodblik.

Dalam birokrasi yang meliputi serangkaian tindakang dilakukan aparat
pelayanan yang merepresentasikan adanya pelayaaram herdasarkan pada
kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan kepedgyarakat secara
efisien dan tidak terlalu berdasarkan pada jukkkjdknis secara kaku.

Masalah kemampuan melakukan kerja sama di UnityRe#n Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan, terlihat masih menjadi kendida kerja sama antara
atasan dan bawahan kurang tercipta dengan baikalBawhanya minta petunjuk
atasan kalau merasa bingung dalam memutuskan gsesuat

“...sebagai bawahan saya hanya bertugas sebagdisped saja. Jadi tidak
punya wewenang apa-apa. Semua keputusan diserahlkdasan. Beliau kan
yang paling tahu aturan yang berlaku. Jadi, kalturkinta petunjuk atasan
itu, supaya nantinya kalau ada apa-apa tidak dikafa Soalnya, kalau
dipecahkan sendiri nanti dikiranya penguasa” (haslwancara dengan
petugas UPT, 2009).

“Sebagai pegawai apabila ada pekerjaan yang tidak maka harus minta
petunjuk atasan soalnya sebagai bawahan harus loyglitas itu wajar-
wajar saja, supaya setiap tindakan yang kita aimbibenar. Jadi, kebijakan
tetap ada di tangan atasan” (hasil wawancara depefagas UPT, 2009).

Dalam hal kemampuan kerja sama ini, masyarakatgueragjasa pelayanan
di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan tidak-menahu akan apa dan
bagaimana yang terjadi dengan proses hubunganaaatasan dan bawahan
dalam hal kemampuan kerja sama.

“Saya kesini mau mengurus KTP yang habis masalhena, kalau ditanya
tentang hal yang berkaitan dengan petugasnya...8dg& tahu” (hasil
wawancara dengan masyarakat, 2009).

“Karyawan disini baik-baik kog. Mereka kelihatannkpak...tapi gak tahu ya
yang sebenarnya” (hasil wawancara dengan masyagla).

Di setiap organisasi menuntut harus selalu mengasalsetiap hasil
kegiatannya secara berkala, agar dapat diketahieqdangan organisasinya
tersebut, apakah organisasi tersebut perlu untakjdtkan atau tidak.

Di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan getfarat yang terkait
dituntut untuk dapat mempunyai kemampuan menyeanoaildiri terhadap

perubahan yang dialami organisasi. Setiap ada pkaubdalam organisasi yang



bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam h#hypean dan keluhan-
keluhan dari masyarakat, maka setiap aparat hanggap dengan perubahan
tersebut.

Seperti halnya dalam penyusunan visi, misi daemsigiemberian pelayanan
dilakukan dengan melibatkan atasan dan bawahamggghimembuat mereka
merasa memiliki tanggung jawab sama dalam pembepelayanan kepada
masyarakat pengguna jasa.

Juga perlu diadakan pertemuan rutin antar pegaaveadtar instansi terkait
untuk saling memberikan masukan tentang kesuliesmiian yang dialami dan
keputusan yang dibuat menyalahi aturan organidaar sini bisa dipantau
apakah perubahan dalam organisasi apakah menyimgangvisi dan misi
organisasi.

Selanjutnya, dalam hal kemampuan dalam menyusuoamen kegiatan
sebenarnya telah diatur pelaksanaannya sesuai rdétgyaturan Daerah yang
berlaku. Kegiatan di Unit Pelayanan Terpadu (UP®)akPasuruan dimulai pukul
07.00 dan pelayanan berakhir sampai pukul 13.00anfsenya berkas
permohonan dikumpulkan dan diajukan ke instankater

Tetapi pada kenyataannya, dari hasil observasindikan bahwa bila tidak
ada masyarakat yang datang, maka banyak dianttmggseyang santai-santai
sambil ngobrol atau bahkan ada yang main catur.

Dalam hal kecepatan dalam melaksanakan tugas, gsetugit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dapat bekerja secaed dalam artian setiap ada
masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan, deogiatan petugas segera
tanggap melayani.

“Saya merasa puas dengan cara kerja petugas diRéhdtlyanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan, begitu saya datang ke lde@igsung ada petugas
yang menanyakan, Ada yang bisa dibantu...?” (hasivancara dengan
masyarakat, 2009).

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan adamgtankangan antara
petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasugang mampu bekerja
secara cepat tetapi mempunyai kebiasaan bila adakkerjaan mereka santai-

santai sambil ngobrol atau bahkan main catur.



“Sebagai pelayan masyarakat memang harus bekecaraseepat dalam
melayani masyarakat, tetapi di lain pihak saya masipat mentolerir bila
ada bawahan saya yang ngobrol atau main catur ktuvj@m dinas, asalkan
pada waktu itu tidak ada masyarakat yang mengajydaayanan” (hasil
wawancara dengan koordinator UPT, 2009).

Dari jawaban Koordinator Unit Pelayanan TerpaduT)JRota Pasuruan ini
maka terjawablah ketimpangan yang terjadi, sebat@an masih mentolerir
bawahannya asalkan tugas pokoknya sebagai pelayasyamakat tidak
terabaikan.

Apabila selama ini petugas pelayanan tidak bersgatamtuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pengguna jasa karena nikasdmgnya tingkat
Kreativitas mencari tata kerja yang terbaik. Lenyahsemangat ini disebabkan
tidak adanya kewajiban dan bentuk penghargaan lapabiah menberikan
pelayanan yang baik. Akibatnya, pelayanan menjdaktinovatif.

“Para petugas disini sepertinya tingkat kreativiy@srendah, kalau ada yang
gak ngerti atau masih bingung...saya disuruh turyduw, mungkin itu nanya
dulu ke bosnya” (hasil wawancara dengan masyarakag).

Ada juga sebagian masyarakat yang sangat menyaskilkangnya daya
kreativitas petugas, hal ini terungkap dalam:

“Sikap petugas disini seperti ndoro saja, suka aegra sendiri. Katanya
mereka itu abdi masyarakat, tapi kenyataanya kdoplie gini, malahan
masyarakat yang nurutin kemauan petugas kalau masannya lancar”
(hasil wawancara dengan masyarakat, 2009).

Petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasutidak dituntut
untuk mengambil keputusannya sendiri karena selamhapekerjaan yang
dihasilkan seolah-olah tidak ada yang menilainyal. iHi ternyata sangat sesuai
dengan jawaban petugas tentang hubungan antaem ataegan bawahan (lihat
halaman 85).

Berarti, masalah yang muncul antara laian disebabkianya atasan dalam
hal ini Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT)t&&asuruan yang kurang
tanggap terhadap bawahannya yang bertugas sebegmjap yang melayani
kepentingan masyarakat.

Sebagai institusi yang bertugas melayani publilamahal ini masyarakat,

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan yangldiinoleh Koordinatornya



secara periodik memberikan pertanggung jawabandkepdalikota Pasuruan.
Hal-hal yang dilaporkan adalah mengenai laporarakgan hasil pemasukan dari
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan. Intipgrsekali karena laporan
keuangan tersebut akan dipertanggung jawabkan &epadyarakat dalam bentuk
pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami yang bertugas di Unit Pelayanan Terpadu (URKta Pasuruan
bertanggung jawab langsung ke pak Walikota. Sétep pemasukan dari
hasil pelayanan publik disetor ke Kantor Kas Daekaita Pasuruan dan
laporannya setiap bulan sekali dilaporkan ke Wa#dkdhasil wawancara
dengan koordinator UPT, 2009).

Keberhasilan dalam hal pelayanan publik di Uniala@han Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan tidak dapat terlepas dari tingkdtutsertaan dalam pelatihan atau
kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnyabSmmingkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) perlu mendapatkan @mssebagai bagian dari
peningkatan komitmen pengembangan pegawai.

Selain itu, dengan mengikutsertakan pegawai padagr@m-program
pelatihan mengenai dasar-dasar manajemen organesasika, kepemimpinan
dan penerapan organisasi adaptif diharapkan dapaingkatkan penguasaan
mereka akan konsep-konsep pelayanan publik yaikg bai

Adapun jumlah diklat teknis fungsional yang sudakud adalah:

Tabel 11 Diklat Teknis Fungsional yang Pernah Diikti

No. Jenis Diklat Yang Sudah Mengikuti
1. Pelayanan Prima Semua
2. Manajemen Publik 5 orang
3. Keuangan Daerah 3 orang
4. Strategi dan Manajemen Mutu 5 orang
5 Kepemimpinan 2 orang

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan



Dari uraian diatas, para petugas Unit Pelayanarpaber (UPT) Kota
Pasuruan dapat dikatakan sudah memahami bagaimarsa memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Tinggal penerapannjapahgan yang harus

diwujudkan.

c. Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan adalah suatu rangkaian yang dagirkgitan secara utuh
membentuk kebulatan dalam rangka memberikan pedaygang terbaik kepada
masyarakat sebagai pengguna jasa dari pelayandk. putuk itu dalam rangka
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik makat Belayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan harus memperhatikan setiaputam dari konsumen
sebagai pengguna jasa dari pelayanan publik yaslediggarakan.

Sesuai tujuan organisasi di Unit Pelayanan Terg&dRil') Kota Pasuruan
dalam menentukan keberhasilan kualitas pelayanblikpnaka salah satu syarat
yang sangasignificant untuk diperhatikan adalah adanya kenyamanan dalam
memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan |lokagidt pelayanan.

Kenyataan yang ada di Unit Pelayanan Terpadu (URdta Pasuruan
menunjukkan bahwa faktor kenyamanan bagi masyaiakang diperhatikan.
Hal ini terlihat dari kondisi ruang pelayanan yamdpk memperhatikan faktor
kenyamanan seperti yang distandardkan (lihat hal 23

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang dilmedk&nit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan diungkapkan seperti:

“Ini gimana sih, mosok kantor kok kotor dan panelsasi. Masyarakat gimana
bisa betah kalau disuruh ngurus IMB di sini” (hasihwancara dengan
masyarakat, 2009).

“Putung rokok berserakan dimana-mana, ada sampataskeetugas
kebersihannya malas kali ya!!” (hasil wawancaragdenmasyarakat, 2009).

Menanggapi hal ini, Koordinator Unit Pelayanan Belp (UPT) Kota
Pasuruan menegaskan:

“Kami menyadari bahwa keberadaan Unit Pelayanarpaler (UPT) Kota
Pasuruan dalam melayani masyarakat masih jauhsdarpurna. Tetapi hal
ini kami konsultasikan dengan Walikota, bahwa anggdahun depan akan
dipercantik dengan melengkapinya sesuai kebutuhasyanakat” (hasil
wawancara dengan koordinator UPT, 2009).



Selain hal tersebut diatas, dalam mendukung sigeayanan, pihak Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan juga menarekkjelasan informasi
tentang pelayanan yang diberikan berkaitan dengalaygnan publik yang
diberikan.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangkajatin hubungan
dengan masyarakat sebagai pihak yang harus dilagagan baik. Apabila ada
keluhan dari masyarakat yang berkaiatan dengarygreda publik, masyarakat
dapat mengadukan keluhan tersebut melalui medissanBadar Bromo atau
melalui radio Ramapati FM 103 Mhz. Dari kedua medliassa tersebut selain
sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengadukarhakekeluhan yang
berkaitan dengan pelayanan publik juga digunakbags sarana informasi dari
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan untuknimegikan penerangan
kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayaidii juga.

Selain itu, pihak Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kétasuruan juga
memberikan informasi Kepada masyarakat melalui gamgan spanduk-spanduk
yang dipasang di jalan-jalan protokol. Masih dalaah informasi dibuka jalur-
jalur khusus Itotline) yang menghubungkan Koordinator Unit Pelayanampdadu
(UPT) Kota Pasuruan dengan masyarakat pengguna {agak dapat
menyampaikan masalah yang dihadapi berkaitan depgarberian pelayanan
publik. Hotline tersebut berupa nomor telepon bebas pulsa yand démdungi
dengan mudah oleh pengguna jasa.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap dampak Ipesdyanan, Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan seperti yaigh dijelaskan
sebelumnya bahwa pihak Unit Pelayanan Terpadu (UR®da Pasuruan
menjamin dan memberikan perlindungan terhadap koesu apabila ada
kesalahan (lihat halaman 80). Hal ini terungkaguchal

“Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan siapnggenti setiap
kesalahan dan memperbaikinya secara gratis, k#tenserupakan tanggung
jawab kami untuk melayani masyarakat. Masyarakas pkami senang...”
(hasil wawancara dengan petugas UPT, 2009).

Untuk menjamin perlindungan konsumen, Unit Pelagaharpadu (UPT)
Kota Pasuruan melakukan eveluasi secara berkalmakBudkan untuk

memberikan penilaian secara menyeluruh. Selain nmasyarakat juga perlu



dilibatkan dalam memberikan penilaian dengan jalaenggunakan temu
pengguna jasa untuk menjaring keluhan, saran dik dari masyarakat.

Berdasarkan kesemuanya, maka dalam membentuk gslaganan terbaik
maka yang harus ditempuh adalah menjalankan ceryaikedalam memberikan
pelayanan yang berkualitas.

“Pelayanan yang berkualitas dan handal, tarif yarggar dan affortable,
pelayanan yang bersahabat, memperluas cakupan apalay melayani
dengan baik atau tidak membebani masyarakat” (leesivancara dengan
petugas UPT, 2009).

C. Pembahasan

1) Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat perarirdalam suatu
birokrasi pemerintahan sudah menjadi rahasia umaimvé kualitasnya rendah.
Namun hal ini tidak menjadikan alasan utama untetapt pesimistik atas
perubahan yang mungkin terjadi dalam paradigmaypen yang selama ini
menempatkan aparat dengan birokrasinya pada p@sigi harus dilayani, tetapi
harus berubah kepada paradigma yang menempatkggyrenjasa (konsumen)
pada posisi yang lebih tinggi.

Upaya pergeseran paradigma yang dimaksud diatasyasedeal harus
dimulai dari kemauangpodwill) pemerintah, melalui penyempurnaan kebijakan-
kebijakan di bidang pelayanan. Oleh karena itunbais pelayanan harus berubah
dari sekedar memenuhi kebutuhan pengguna jasa hkeaetayanan yang
memuaskan pengguna jasa disertai dengan perilalaygo@an secara tertulis.
Untuk dapat mencapai taraf pelayanan seperti @gyan atau aparat tidak hanya
dituntut harus menguasai teknik pelayanan (IQ)ptefaga harus memiliki
kesadaran emosional (EQ), agar tercapai pelayaarammemuaskan dan sepenuh

hati sesuai dengan standar pelayanan yang bedsialit

a. Ketepatan Waktu Pelayanan
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka wakhyepesaian suatu

pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenyhirpersyaratan teknis dan



atau persyaratan administratif sampai dengan sey@sauatu proses pelayanan.
Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberilgatayanan harus
berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, ygdong pertama Kkali
mengajukan pelayanan harus lebih dulu dilayaniessékan apabila persyaratan
yang diperlukan sudah lengkap, hal ini pun sudékdkan oleh Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan.

Di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan étidaknya terdapat 3
unit komputer dan 2 mesin ketik, diharapkan derm@enya komputer dan mesin
ketik para petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPTaHK&suruan dapat melayani
masyarakat dengan cepat, dengan semakin cepatpatayang diberikan maka
tingkat kepuasan masyarakat sebagai konsumen iakgn t

Tetapi masih ada satu kelemahan, yaitu sistem kteripasi yang ada di
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan madunmbemempunyai jaringan
on-line antar instansi terkait yang menyebabkan masih ditam tidak
konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu pesgiannya yang
dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Ko&sulPuan (seperti yang
terlihat pada tabel 7).

Sudah seharusnya sistem komputerisasi yang dignnd&pat terhubung
dengan instansi terkait agar pelayanan yang didserdsemakin cepat dan juga
yang terpenting masyarakat sebagai pengguna jasasan@uas, karena pada
hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh peland@aupet dalam Osborne dan
Gaebler, 1992)

b. Kemudahan Pengajuan Permohonan dan Kelengkapan Admistrasi

Konsep tentang kualitas pelayanan sangat perlukutipahami sebelum
kita mengkaji lebih lanjut. Beberapa peneliti pérmaelakukan penelitian bahwa
ada 7 (tujuh) hal yang harus dihindari oleh pentehindalam melakukan
pelayanan publik, ketidaktahuan pemerintah akannhahenyebabkan timbulnya
jurang pemisah antara masyarakat dengan pemeryatayaitu:

1. Apatis;

2. Menolak berurusan;

3. Bersikap dingin;

4. Memandang rendah;

5. Bekerja bagaikan robot;



6. Terlalu ketat pada prosedur;

7. Seringnya melempar urusan kepada pihak lain

Sementara itu, peneliti lain pernah melakukan pesaeluntuk mengetahui faktor
buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasmerintah, yang lebih banyak
disebabkan:

1. Gaji rendah;

2. Sikap mental aparat pemerintah;

3. Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.

Selain itu, Zeithaml, Valarie A., (et.al) (1990) mgatakan bahwa ada 4
(empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalefaypnan publik, yaitu
sebagai berikut:

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleharesy;

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan maayara
3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik iandiri;

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atangwbralan.

Dari penelitian yang telah dilakukan kemudahan pmmah pelayanan
publik seringkali di salah artikan oleh petugas tUpelayanan Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan. Para petugas seakan memposisikagadgebagai pihak yang
dibutuhkan sehingga masyarakat sebagai penggumaasgsngkali dipandang
rendah oleh para petugas. Diskriminasi seringkadilachi oleh kelompok
marginal dalam masyarakat, seperti kelompok miskin minoritas, sementara
untuk orang yang tergolong kaya atau sudah dikéinedlangan Unit Pelayanaan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan mau mengurus apa apg delesai dengan cepat,
padahal prinsip pelayanan publik itu adalah tidakmak individu atau
kelompok manapun

Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Paaarharus betul-
betul membenahi mental para petugasnya, karenakpan diskriminatif petugas
terhadap masyarakat dalam hal ini sebagai penggasen ditakutkan akan

mencoreng citra pelayanan publik itu sendiri.

c. Akurasi Pelayanan
Dalam pembahasan tentang akurasi pelayanan imtadglakah pelayanan
yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPTjaKBasuruan bebas dari



kesalahan. Dalam penelitian yang telah dilakukatendikan bahwa masih
ditemukannya kesalahan-kesalahan yang bersifatstel@perti proses mencetak
dokumen. Tentunya dengan adanya kesalahan yangfabetgknis ini
masyarakatlah yang paling dirugikan sebagai pergygasa, masyarakat tentu
menginginkan pelayanan yang diberikan bebas daal&ban atau paling tidak
dikurangi.

Dari pihak Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasarsendiri bila terjadi
kesalahan dalam hal teknis yang murni kesalahamgaetsendiri, seperti salah
ketik ataupun salah cetak, maka pihaknya akan mémape atau bahkan
mengganti setiap kesalahan tersebut tanpa biaypuapasalkan kelengkapan
formulir administrasinya telah diisi dengan benar.

Dengan adanya tanggung jawab dari Unit Pelayanapadla (UPT) Kota
Pasuruan ini maka komitmen untuk melinduogstumetrtelah dijalankan dengan
baik dan ini akan menjadikan nilai tambah bagi wangasyarakat yang ingin
mengurus pelayanan perijinan maupun non perijinddnit Pelayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan.

d. Kesesuaian Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciadeyman nama atau
sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberianapatayymum yang besaran
dan tata pembayarannya ditetapkan oleh pejabath@mngenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam penetapan Dbpsjayanan harus
diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Nilai produk yang dihasilkan melalui suatu prosesdapanan tidak
melebihi kewajiban atau jika dibandingkan dengamdpk-produk
lainnya tidak melebihi tarif yang ditentukan dalperaturan.

2. Memperhatikan kondisi dan tingkat kemampuan ekorroasyarakat.

3. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yarigku.

Penetapan besarnya biaya pelayanan telah ditetaggagan Peraturan

Derah Kota Pasuruan. Selain itu, besarnya biayayaean juga dengan melihat
kondisi perekonomian dari warga masyarakat Kotaifdas, untuk itu besarnya

biaya pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu (UPTaHKasuruan dianggap wajar



dan memadai oleh masyarakat. Tetapi besaran blaganan ini melebihi tarif
yang telah ditentukan, karena sebagian besar nastanengurusnya lewat calo.
Keberadaan calo di Unit Pelayanan Terpadu (UPTakatsuruan bisa dikatakan
menjadi dilema, di satu sisi keberadaan merekaatangmbantu masyarakat jika
ingin mengurus pelayanan perijinan maupun non ipanj tidak perlu susah-
susah, hanya dengan menyuruh calo tersebut makaiasamusan dan
persyaratannya akan beres, tentunya dengan regikaakan membayar lebih
mahal. Di satu sisi juga akan merugikan Unit PelayaTerpadu (UPT) Kota
Pasuruan itu sendiri, karena ini bisa dikatakam#suk pungutan liar dan juga
ada oknum UPT sendiri yang bekerja sama dengarkmere

Dalam besaran biaya pelayanan ini, peneliti serudranggapan bahwa
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan palhktbisa meminimalkan
biaya transaksi tersebut. Seperti yang saya utargikala awal bab I, Jenis
pelayanan yang secara kualitatif lebih baik dapkérmdkan biaya yang agak
mahal, sementara jasa pelayanan standar dikenakyan dtau tarif yang standar
pula. Pemasukan dari jenis pelayanan yang relaiifat) akan dapat dipergunakan
untuk membiayai pelayanan yang lebih murah, melakekanisme subsidi silang
(cross subsidi) Dengan cara demikian, diharapkan Unit Pelayanarpadu
(UPT) Kota Pasuruan dapat membiayai sendiri kelautuiperasionalnya, dengan
tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menjgdiswtamanya.

Dari kesemua uraian pada bab ini, jelas menunjukianhwa kualitas
pelayanan publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPTj)aKBasuruan masih perlu
diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Dengan demikianawablah sudah pertanyaan

awal pada bab permasalahan.

2) Faktor-faktor Kualitas Pelayanan Publik

Dalam melihat hubungan antar veriabel dalam pesaeliini yaitu antara
variabel bebas irfdependent variabgl dengan variabel terikatd¢pendent
variabel), maka akan diuraikan hubungan yang ada sehinggabel yang ada

mempengaruhi kualitas pelayanan publik.



a. Struktur Organisasi

Menurut Anderson (1972), struktur adalah susunanpaekerangka yang
memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian agdimat prosedur kerjanya.
Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupadsuna rangkaian tindakan
yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui kmnengerjakan sesuatu tugas.

Sementara itu dalam konsep lain dikatakan bahwktsir organisasi juga
dapat diartikan sebagai suatu hubungan karaktekatiakteristik, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam bdmalan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial atau nyata deaganyang mereka miliki
dalam menjalankan kebijaksanaan (Van Meter dan Mam dalam Winarno
1997). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikekan oleh Robbins (1995)
bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimanas tag@an dibagi, siapa
melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yangaloserta pola interaksi
yang akan diikuti. Lebih jauh Robbins mengatakahwaa struktur organisasi
mempunyai tiga komponen, yaitu : kompleksitas, faisasi dan sentralisasi.
Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mentimbangkan tingkat
differensiasi yang ada dalam organisasi termasuakdimnya tingkat spesialisasi
atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam osgeniserta tingkat sejauh
mana unit-unit organisasi tersebar secara geografisnalisasi berarti dalam
struktur organisasi memuat tentang tata cara atasegur bagaimana suatu
kegiatan itu dilaksanakars{andard Operating Prosedupespa yang boleh dan
tidak dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalamuksur organisasi memuat
tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakskntdilisasi atau
didesentralisasi.

Dalam pembahasan mengenai struktur organisasiakan diawali dari
konsep bahwa struktur organisasi dalam penelittiradalah susunan bagian-
bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang saliaghubungan serta
mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pelayaurblik.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa struktur migasi di Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan ini masih terdapat nkelen yaitu dari 10
(sepuluh) orang yang bertugas tidak ada satupug parstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), mereka adalah pegawai yangtéteis honorer. Adapun juga



faktor penghambat dalam hal ketepatan waktu pe#ayasikarenakan setiap
pelayanan baru akan diproses setelah banyak fortelah terkumpul

Sementara itu dalam hubungan antara atasan damaaweasih ditemukan
budaya paternalisme, yang memandang atasan sehlagiayang harus dihormati
oleh bawahannya, dampak dari budaya paternalismadalah aparat bekerja
lamban karena orang yang ada di dalamnya cendenemgrut dan tidak punya
inisiatif dalam mengembangkan pelayanan di Unitajeian Terpadu (UPT)
Kota Pasuruan.

Dari sini peneliti berpendapat bahwa sruktur orgasii yang lebih efisien
akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik itu disen Disini yang
dimaksudkan adalah dengan mengembalikan fungsiltariPelayanan Terpadu
(UPT) yang tidak hanya berfungsi sebagai loket t&gpi lebih pada hakikatnya
sebagai unit pelayanan satu atap, yaitu setiap kerja dari masing-masing
instansi berada di lokasi Unit Pelayanan TerpadaT(uUersebut, sehingga setiap
ada permohonan pelayanan dapat langsung diprosas.inH akan semakin
meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pelayanarpddu (UPT) Kota

Pasuruan.

b. Kemampuan Aparat

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah Wampmanusia yang
mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintamarbdrkedudukan sebagai
pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menMoerdiono (1988)
mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruhafgajpelaksana pemerintah
yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pensialegdari Presiden
Republik Indonesia.

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatuatadadra pelaksana
kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintalgamandaik yang bekerja di
dalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikataupun mereka yang sebagai
TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yhiggapkan dengan peraturan
peraturan pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai kemampuan aparat im, dikwali dari

konsep bahwa kemampuan aparat dalam penelitilmdalah suatu keadaan yang



menunjukkan pengetahuan, kemampuan dan kemauan agemiat untuk
melaksanakan tugas dalam rangka memperlancar tajganisasi.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuanrapgang semakin
tinggi dan semakin baik maka akan berpengaruhdeaghkualitas pelayanan yaitu
akan semakin baik. Tetapi dalam kasus di Kota Rasurini dalam hal
kemampuan aparat, indikator pendidikan aparat &anyidak sesuai dengan
konsep yang ada. Dimana dalam konsep yang ada seradgi pendidikan
aparat maka kemampuannnya semakin baik, tetaps ldhd(ota Pasuruan tingkat
pendidikan aparat tidak membawa pengaruh yasignificant terhadap
kemampuan aparat dalam hal kualitas pelayanan.

Oleh karena itu dengan kualitas pelayanan yang ldamiaaik maka
kemampuan aparat sebagai pelaksana dari pelayars@but harus semakin baik

pula.

c. Sistem Pelayanan

Secara definisi sistem adalah suatu jaringan yaargubungan satu sama
lain menurut skema atau pola yang bulat untuk meragdsan suatu fungsi yang
utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, ,18183)juga diartikan sebagai
suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleksgasisisr, berupa suatu
himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yemgbentuk suatu kebulatan
dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981).

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakahpgdloman pelayanan,
syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya tdaf, prosedur, buku
panduan, media informasi terpadu saling menghaigai masing-masing unit
terkait atau unit terkait dengan masyarakat yangnbuguhkan pelayanan itu
sendiri.

Dalam pembahasan mengenai sistem pelayanan inn diavali dari
konsep bahwa sistem pelayanan adalah rangkaiankggingnengkait secara utuh
membentuk kebulatan dalam memberikan pelayanan yengaik kepada
masyarakat sesuai tujuan organisasi.

Di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan isiem pelayanan

sudah berjalan cukup baik dikarenakan sudah mekameiejelasan informasi



yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikal ini dilakukan dalam
rangka menjalin hubungan dengan masyarakat seljagak yang dilayani.

Apabila ada pengaduan cukup dengan mengadukandia massa cetak maupun
elektronik yang telah ditunjuk untuk menampung @ehn dari masyarakat
tersebut, dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kotaurdas akan berusaha
secepat mungkin mengatasi keluhan tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen apabilakadalahan(Human
Erorr) dalam pelayanan publik, maka Unit Pelayanan Terp@dlT) Kota
Pasuruan akan mengganti setiap kesalahan dan nisarkpeya tanpa dipungut
biaya apapun.

Namun terlepas dari penjelasan diatas sistem pwaydi Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan masih harus diperhmatdgar lebih baik lagi.
Karena dengan semakin baik sistem pelayanan y#&egkkn maka akan semakin
baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepaxsumen pengguna jasa.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV hasil dan pembahakgat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik di Unit Pelayanan TerpgdlPT) Kota

Pasuruan dapat dikatakan masih rendah, hal irbalg&n antara lain:

a. Masih tidak konsistennya antara waktu tunggu dengeaktu
penyelesaian dalam memberikan pelayanan kepada am&ay
sebagai konsumen.

b. Sistem komputerisasi yang masih belum dimaksimalkan

c. Dalam hal menetapkan persyaratan administrasi, BPelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan tidak terlalu kaku kasalsesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan, walaupun mdis@émukan
adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kubli

d. Biaya pelayanan yang ditetapkan tergolong wajar Sksuai dengan
kemampuan masyarakat.

2. Struktur organisasi di Unit Pelayanan Terpadu (UR®}a Pasuruan
belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dikaebaarena:

a. Struktur organisasi yang ada belum menunjukkan isogdng baik.

b. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat hubungan yangng
harmonis antara atasan dan bawahan.

c. Koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Paaardalam hal
ini bertindak sebagai atasan kurang memberikan glegdsian
wewenang kepada bawahan.

3. Kemampuan aparat di Unit Pelayanan Terpadu (UPTta Kasuruan
dinilai cukup baik, hal ini disebabkan karena:

a. Tingkat pendidikan aparat sudah baik, karena seyaugrernah
mengenyam dunia pendidikan.

b. Pelayanan kepada masyarakat dilayani dengan tandagapcepat,

namun daya inisiatif dan kreativitas masih kuraadalu prosedural.



c. Pihak atasan kurang tanggap terhadap bawahan.

d. Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin teruigmsan keuangan
dilaporkan kepada Walikota Pasuruan.

e. Dalam mengembangkan keahliannya, aparat di Unitay@ehn
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan sering mengikuti diktaknis
fungsional.

4. Dalam hal sistem pelayanan di Unit Pelayanan Terp@éPT) Kota

Pasuruan masih rendah dikarenakan:

a. Kondisi ruang pelayanan masih kotor dan kenyamaiaiani
masyarakat kurang diperhatikan.

b. Infomasi tentang pelayanan yang diberikan sangai lblengan
melibatkan pihak media massa sehingga masyaraksdt dengan
mudah untuk memantaunya.

c. Dalam permberian perlindungan terhadap hasil pakyaadanya
kesanggupan penggantian setiap hasil pelayanan gaeggalami

kesalahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pelaksanaan pelaygndolik di Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan, adapunahglenlu disarankan untuk
mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkahtdsugelayanan publik
adalah sebagai berikut:

1) Ditinjau dari stuktur organisasi yang ada sudahtuaka pemberlakuan
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) seperti konsep aslinglak hanya
sebagai loket penerima saja, tetapi di lokasi Beitayanan Terpadu itu
juga terdapat instansi pemroses yang berwenang.

2) Dilihat dari kemampuan aparat, harus melaksanakasip “The right
man in the right place’'maka dalam pendelegasian tugas dan wewenang
serta pemberian kesempatan kepada pegawai untulegaeg tanggung
jawab perorangan harus jauh dari pola pendekatédungan pribadi,
tetapi lebih ditekankan pada objektifitas kualkashlian dan kecakapan

individu penerima wewenang.



3) Mengikuti arus informasi yang semakin cepat, ma#&aggunaan sistem
komputerisasonline yang dapat diakses langsung oleh masyarakat harus
segera diterapkasglain akan mempercepat proses pelayanan pubbk jug
agar lebih membuka diri terhadap gagasan-gagasawatify peka
terhadap perubahan dan gagasan inovatif dalam glexan
produktivitas dan pelayanan.

4) Dalam pelayanan publik harus semakin mengembarnigkalitas sumber
daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpaans bergeser
dari kekuasaan ke pendekatan keahlion{ macho to maestyodan
berjiwa demokratis, dekat dengan bawahan dan mekeara model

birokrasi humanistik yaitu menempatkan manusia geidporsinya.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Koordinator dan petugas Unit Relay Terpadu (UPT) Kota

Pasuruan:

1.

10.

11.

12.

Pelayanan Publik apa saja yang diberikan oleh Balayanan Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan?

. Bagaimana prosedur pelayanan publik di Unit Pelayaherpadu (UPT)

Kota Pasuruan?

. Bagaimana dengan persyaratan, biaya dan waktu giamguhkan dalam

mengurus pelayanan tersebut?

. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh Unidy@ean Terpadu

(UPT) Kota Pasuruan dalam meningkatkan kualitazyaglan publik?

. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terp@éPT) Kota

Pasuruan untuk meningkatkan waktu pelayanan?

. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keluhan maayataktang

keterlambatan waktu penyelesaian pelayanan disini?

. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap stuggs yang

diemban oleh para petugas Unit Pelayanan Terpadi)(Kota Pasuruan?

. Bagaimana bila masyarakat dalam mengurus perijineetapi

persyaratannya kurang lengkap? Dan bagaiamana domos@ kalau

terjadi kasus seperti ini?

. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terp@éPT) Kota

Pasuruan apabila ada kesalahan dalam hal teknigygmelin yang
dilakukan oleh petugas?

Bagaimana Dalam hal restrukturisasi dan reorganidag Pelayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan itu sendiri?

Bagaimana hubungan antara petugas dan koordinaidr Rélayanan
(UPT) Kota Pasuruan?

Upaya apa yang dilakukan oleh Koordiantor Unit fPatean Terpadu
(UPT) Kota Pasuruan untuk meningkatkan tanggun@iapetugas dalam

melaksanakan tugasnya?



13. Bagaiman keadaan dan kelengkapan sarana dan pi@adeaator yang
dimiliki oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota tagsan?
14. Upaya apa yang dilakukan petugas Unit Pelayanapader (UPT) Kota

Pasuruan untuk meningkatkan sarana dan prasaratma

Pertanyaan untuk warga masyarakat:

1. Apakah anda pernah mengurus surat perijinan mauapuanperijinan di
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan?

2. Menurut anda bagaimana sikap petugas Unit Pelaydegoadu (UPT)
Kota Pasuruan sekarang ini dalam memberikan pedayan

3. Apakah anda mengetahui prosedur pelayanan yan@gmkien oleh Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota pasuruan?

4. Menurut anda bagaimana biaya pelayanan publik i@isin
Mahal/Sedang/Murah

5. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mengswsat-surat
perijinan maupun non perijinan di Unit Pelayanampéeu (UPT) Kota
Pasuruan?

6. Apakah waktu pelayanan yang sudah ditentukan olali Belayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan sudah sesuai dengaadux?

7. Bagaimana menurut saudara tentang tingkat kesopdaankeramahan
petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan?

8. Apakah anda mengalami kesulitan sewaktu memintypeln pada Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan?

9. Apakah anda sudah puas dengan kinerja Unit Pelay@agadu (UPT)
Kota Pasuruan dalam pelayanan publik sekarang ini?

10. Menurut anda bagaimana kinerja petugas Unit Petaydrerpadu (UPT)
Kota Pasuruan?

11. Bagaimana menurut anda tentang ketelitian petugag Belayanan
Terpadu (UPT) Kota Pasuruan dalam memberikan pedayakepada
masyarakat?

12. Apakah anda mengalami perbedaan pada saat membantpklayanan di

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Pasuruan? (ketikda sedang



dilayani kemudian datang seseorang yang dikenah pletugas yang
sedang melayani anda kemudian anda diselahi, lelugps menyuruh
anda menunggu dan petugas itu melayani orang y#enainya itu
terlebih dahulu)



